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Trustindo Certification

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PHPL
PADA IUPHHK-HA KOPERASI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN  : LPPHPL-019-IDN
c. Alamat Kantor :  Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
JI. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon . (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab :Ir Kurnia
LPPHPL
f.  Standar Audit yang : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
Digunakan - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
Rev. L 01/04/2017

g. Tim Audit 1. IrImanwan (Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat);
2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut(Auditor bid. Produksi);
3. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor bid. Ekologi);
4. Ir Sibyan Aharar (Auditor bid. Sosial); dan
5. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor VLK Hutan).

h. Tim Pengambil 1. Ir Kurnia; dan

Keputusan 2. Ir Rudy Setyawan.
2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : Koperasi Pondok Pesantren Darussalam

b. Alamat Kantor . Desa Batu Kajang, Batu Sopang, Paser — Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha :  IUPHHK Dalam Hutan Alam

d. SKIUPHHK-HA : No. 112/Kpts-11/2000 tanggal 2 Desember 2000

e. Luas Areal IUPHHK-HA : = 21.690 Ha

f. Lokasi . Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

g. Email . rizaltriwira@yahoo.com

h. Pengurus Koperasi . - Ketua : Syahyuni Marhan, SE

- Sekretaris : Poniman, A.Ma.Pd
- Bendahara : H. Bahrani
i. Pengawas Koperasi - Ketua : H. Thamrin
- Anggota : Syamsul
- Anggota : Akhmad Fauzi, SE
- Kuasa Usaha : Ahmad Syaiful
j. Management . Defa Andrianie R, S.Hut
Representatif
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Ringkasan Catatan
Tempat
Koordinasi Teknis Samarinda, Dilakukan kepada :
dengan Instansi 2 Mei 2018 - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh
Kehutanan sebelum ke Bpk. Eko Bahariwanto jabatan Kasie
lapangan PEPHP.

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
diterima oleh Bpk. Duratmo Momo
jabatan Kasie Rencana dan Tata Hutan.

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan

Konsultasi Publik Samarinda, Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Mei
3 Mei 2018 2018 bertempat di Base Camp Kedawan,

Kecamatan Long Hubung, Kabupaten
Mahakam Hulu, Provinsi Kalimantan Timur.
Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar
Hadir.

Pertemuan Pembukaan

Kantor Base Camp
Koperasi Pondok
Pesantren
Darussalam
3 Mei 2018

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan penilaian yang
digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan

Areal IUPHHK-HA
Koperasi Pondok
Pesantren
Darussalam
4 -6 Mei 2018

Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5
(lima) tahun terakhir serta menganalisa
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit :

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK
Hutan.
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Tahapan

Waktu dan
Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan

Kantor Base Camp
Koperasi Pondok

Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan

Pesantren temuan ketidaksesuaian.
Darussalam
7 Mei 2018 Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan 8 Mei 2018 Base Camp Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam di Kutai Barat - Samarinda
Dilakukan kepada :
Koordinasi Teknis Samarinda, - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
dengan Instansi 9 Mei 2018 diterima oleh Bpk. Duratmo Momo
Kehutanan sesudah dari jabatan Kasie Rencana dan Tata Hutan.
lapangan - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh
Bpk. Teguh Handoko jabatan KSBTU.
Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Samarinda, a. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam
Sertifikasi Awal 30 Mei 2018 dinilai LULUS dengan Nilai Akhir Kinerja

PHPL = 68,18 % tanpa verifier bobot
Dominan bernilai Buruk dan Memenubhi
standar VLK.

b. Kepada Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam dapat diberikan / diterbitkan
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (S-PHPL) dengan predikat
SEDANG dan untuk masa berlaku
selama 5 (lima) tahun.
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4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1.

: Kepastian Kawasan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Alam

Nomor & Judul

legal dan administrasi
tata batas (PP, SK
IUPHHK-HA, Buku TBT,
Peta TBT)

o Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.1.1. CD (1) Sedang | Berdasarkan hasil verifikasi ketersediaan dokumen legal dan administrasi
Ketersediaan dokumen 2) tata batas IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam adalah

sebagai berikut :
A. Dokumen Legalitas perusahaan meliputi :

Akte pendirian Pendirian Koperasi berdasarkan SK. Menteri Koperasi
Pengusahan Kecil dan Menengah No, 33/BH/172/I1V/1999 tanggal 13
April 1999

Akte perubahan terakhir, Akta Notaris H.M. Sutamsis, SH, MH, M.Kn
Nomor: 18 tanggal 29 April 2016

Izin Gangguan (HO) dari Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat No. 503/263/HO/SKT/BP2T-
PU/IX/2016 tanggal 16 September 2016.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.408.500.5-725.000
Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Nomor : 49/UPP/PKAPT/10/2016 dari Dirjen Perdagangan Dalam
Negeri tanggal 18 Oktober 2016 dengan Nomor PKAPT 17.10.2.03425
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor
503/245/SIUP/SKE/BP2T-PU/IX/2016

Tanda Dafar Perusahaan (TDP) Nomor : 17.10.2.02.00072
Keputusan Menhut No. 112/Kpts-1I/2000 tanggal 2 Desember 2000
tentang Pemberian HPH Pada Hutan Alam Kepada Koperasi Pondok
Pesantren Darussalam seluas + 21.690 Ha di Propinsi Kalimantan
Timur

Dokumen AMDAL Koperasi Pondok Pesantren Darussalam (d/h. PT.
Tunggal Yudi Sawmill Plywood) di Kabupaten Kutai, Provinsi
Kalimantan Timur dan telah mendapat persetujuan Komisi Pusat
AMDAL Dephut No. 63/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 30 Juli 1994
Dokumen RKL dan RPL Koperasi Pondok Pesantren Darussalam (d/h.
PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood) di Kabupaten Kutai, Provinsi
Kalimantan Timur dan telah mendapat persetujuan Komisi Pusat
AMDAL Dephut No. 247/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember 1995
Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021, SK.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.
3339/Men LHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tanggal 13 Juli 2016

. Dokumen Administrasi Tata Batas, meliputi :

Pedoman Tata Batas / Pernyataan No.232/PB/IUPHHK-HA/2010
Instruksi Kerja Nomor : 04/ITK/BPKH IV-2/2011
Pedoman Tata Batas / Pernyataan No.197/PB/1990

Halaman 4 dari 59




\'r,/’

W

Trustindo Certification

FPHPL-18 | Rev. L Tanggal 1 April 2017

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

= TInstruksi Kerja Tata Batas No.47/HPH/II-2/1990

= |aporan TBT Nomor : 440/1991

= |aporan TBT Nomor: 28/VII/BPKH IV-3/2013

Dokumen Laporan TBT Nomor: 11/BPKH IV-2/2014 tidak ditemukan di
kantor lapangan, dengan demikian ketersediaan dokumen legal dan
administrasi tata batas di lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat
realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan di lapangan

1.1.2.

Realisasi tata batas
dan legitimasinya
(BATB)

D (2)

Sedang
(2)

Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan TBT Nomor : 440/1991;
Laporan TBT Nomor: 11/BPKH IV-2/2014; dan Laporan TBT Nomor:
28/VII/BPKH 1IV-3/2013, diketahui bahwa Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam memiliki batas areal kerja sepanjang 62,40 km dan yang
sudah dilakukan tata batas sepanjang 62,40 Km (100%). Realisasi
penataan batas secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Rencana
Panjang Batas L.
Realisasi
No | Batas Areal Kerja Seluruh Areal Keterangan
Kerja
Km % Km %

| Batas Sendiri Buatan
1 Hutan  Produksi 26,80 42,95 26,80 42,95 | Laporan TBT No:
Tetap (HP) 11/BPKHIV-2/
2014

1 Batas Persekutuan Buatan

1 PT.  Triwiraasta 18,80 30,13 18,80 30,13 | Lap.TBT
Bharata No0.440/1991
Tahun 1991
2 PT. Jaya Timber 16,80 26,92 16,80 26,92 | Laporan TBT No:
28/VII/BPKH
1V.3/2013
Jumlah 62,40 100 62,40 100

Laporan TBT No0.440/1991 merupakan batas persekutuan

PT. Triwiraasta Bharata dengan PT. Tunggal Yusi Timber (sebelum

Kopontren Darussalam) sehingga perlu dilakukan rekonstruksi batas.

Dengan demikian panjang batas areal kerja Kopontren Darussalam yang

sudah definitif adalah sepanjang 43,60 km (69,87%).

Terdapat bukti legitimasi tata batas berupa :

= Berita Acara Tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas
Sendiri, Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan
Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Jaya Timber Trading &
Industrial Limited Company dengan Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam, PT. Triwiraasta Bharata Trayek D’-1-2-3-C/4-5-D-S-B’ di
Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

= Berita Acara tentang Pelaksanaan Penataan Batas
Sendiri/Persekutuan Areal Kerja HPH PT. Triwiraasta Bharata dan PT.
Tunggal Yusi Timber Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
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Nomor & Judul

Verifier L LLET

Bobot Ringkasan Justifikasi

1.1.3. CD (1) Baik
Pengakuan para pihak 3)
atas eksistensi areal
IUPHHK kawasan
hutan (BATB)

Terdapat bukti pengakuan para pihak berupa Berita Acara Tentang
Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan
Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Jaya Timber Trading & Industrial Limited
Company dengan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, PT.
Triwiraasta Bharata Trayek D’-1-2-3-C/4-5-D-S-B’ yang terdapat dalam
Laporan TBT Nomor: 28/VII/BPKH-IV.3/2013. Berita Acara tersebut
ditandatangani oleh para pihak yaitu : BPKH Wilayah IV Samarinda,
Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai
Barat, Wakil Kecamatan Long Hubung, Wakil Desa Lutan, Wakil
Kopontren Darussalam, Wakil PT. Jaya Timber dan Wakil PT. Triwiraasta
Bharata
Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, terdapat persetujuan
terhadap keberadaan dan kegiatan operasional Koperasi Pondok
Pesantren Darussalam berupa kesepakatan antara Koperasi dengan
masyarakat kampung yang wilayah adatnya berada di dalam areal kerja
perusahaan yaitu :
= Berita Acara Kesepakatan antara Masyarakat kampung Lutan dengan
Pihak Managemen Kopontren Darussalam Mengenai Penetapan Harga
Fee Kayu sebesar Lima puluh ribu rupiah per meter kubik
Diperhitungkan Berdasar jumlah produksi kayu yang terjual, dibuat di
kampung Lutan pada tanggal 16 Januarai 2017
= Berita Acara Kesepakatan antara Masyarakat kampung Tukul dengan
Pihak Managemen Kopontren Darussalam Mengenai Penetapan Harga
Fee Kayu sebesar Lima puluh ribu rupiah per meter kubik
Diperhitungkan Berdasar jumlah produksi kayu yang terjual, dibuat di
kampung Tukul pada tanggal 16 Januarai 2017
= Berita Acara Pemberian Tali Asih dari Kopontren Darussalam kepada
Masyarakat kampung Lutan kecamatan Long Hubung Kabupaten
Mahakam Hulu dalam rangka program bantuan upaya peningkatan
bantuan dan taraf hidup kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,
dibuat di Camp Kedawan tanggal 28 September 2017

Hasil wawancara saat dilakukan Konsultasi Publik dengan Wilbredus
(Petinggi kampung Mamahak Teboq); Robert (Ketua Karang Taruna
kampung Mamahak Teboq); Remundus (Kaur Pemerintahan kampung
Lutan); dan Rusdiansyah (Ketua Rt.3 kampung Lutan) Kecamatan
Hubung Kabupaten Mahakam Ulu diperoleh kesimpulan bahwa
masyarakat mendukung keberadaan Koperasi dan berharap adanya
peningkatan konstribusi KPPD kepada masyarakat di tahun mendatang
serta dibuat program PMDH (bukan hanya bantuan-bantuan) yang
selama ini diberikan oleh Koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan areal
Koperasi Pondok Pesantren Darussalam sepenuhnya mendapat
pengakuan dari para pihak.

1.1.4.
Tindakan pemegang
izin dalam hal terdapat

CD (1) NA Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja (Lampiran Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.112/Kpts-1I/2000 tanggal 29 Desember 2000

tentang Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam

perubahan fungsi
kawasan. (Apabila

hutan alam Koperasi Pondok Pesantren Darussalam atas areal hutan
produksi seluas + 21.690 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, dan Peta
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

tidak ada perubahan
fungsi maka verifier ini
menjadi Not Aplicable)

Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor
SK.718/Menhut-112014 tanggal 29 Agustus 2014) diperoleh hasil bahwa
di dalam areal kerja Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tidak
terdapat perubahan fungsi kawasan, seluruhnya masih sama dengan SK.
IUPHHK vyaitu seluruhnya termasuk dalam fungsi Hutan Produksi
Terbatas (HPT) seluas 6.462 Ha dan Hutan produksi tetap (HP) seluas
15.228 Ha. Dengan demikian verifier ini menjadi Not Applicable.

1.1.5.

Penggunaan kawasan
di luar sektor
kehutanan

(Apabila tidak ada
penggunaan kawasan
di luar sektor
Kehutanan maka
verifier ini menjadi Not
Aplicable).

CD (1)

NA

Berdasarkan verifikasi dan telaah dokumen serta wawancara dengan
Timbul Raharjo (Manager Camp) dan Deva Andrianie R (Managmen
Representative) Koperasi Pondok Pesantren Darussalam diketahui bahwa
di dalam areal kerja IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam
tidak terdapat ijin penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
Dengan demikian verifier ini menjadi Not Applicable.

Kesimpulan Indikator 1.1.

9 /12 x 100% = 75,00% (Sedang)

2. Indikator 1.2.

: Komitmen Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Nomor & Judul

Visi, Misi dan Tujuan
Perusahaan Yang
Sesuai Dengan PHL

. Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.2.1. D (2) Baik Berdasarkan verifikasi dokumen, terdapat Keputusan Kuasa Usaha
Keberadaan Dokumen 3) Koperasi Pondok Pesantren Darussalam  Nomor 01/SK-

KPPD/SMD/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Visi, Misi
dan Tujuan Perusahaan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Alam
Produksi Lestari (PHAPL) Koperasi Pindok Pesantren Darussalam.

Sesuai lampiran Keputusan tersebut terdapat pernyataan visi, misi dan
tujuan perusahaan (Koperasi Pondok Pesantren Darussalam) sebagai
berikut:
Visi :
“Terwujudnya pemanfaatan sumber daya hutan dengan menerpkan
prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) dan
memperhatikan aspek kelestarian fungsi hutan sebagai system
penyangga kehidupan, serta memberdayakan masyarakat dan potensi
ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar
areal IUPHHK.

Misi :

1. Mewujudkan pengelolaan hutan produksi yang efektif, efisien, dan
dijamin dengan kepastian hokum terhadap status dan kebeadaan
kawasan hutan.

2. Meningkatkan kualitas, potensi, dan produktivitas hutan produksi.

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme
pengelolaan hutan produksi.
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

4. Mewujudkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui
pengelolaan pola partisipatif untuk menjamin terselenggaranya
distribusi manfaat hutan secara efisien, adil dan merata.

5. Memacu pembangunan wilayah, meningkatkan kesempatan bekerja
dan kesempatan berusaha.

6. Meningkatkan lapangan kerja, kesempatan usaha, pendapatan
masyarakat, pengembangan wilayah dan penerimaan devisa.

Tujuan:

1. Meningkatkan produktivitas hutan melalui penerapan system
silvikultur yang tepat dan pengayaan hutan dengan jenis unggulan
pohon setempat

2. Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan kayu degan teknik
pemanfaatan yang ramah lingkungan diimbangi dengan upaya-upaya
pengamanan dan perlindungan hutan yang meliputi aspek flora,
fauna, tanah dan air

3. Memberikan manfaat kepada masyarakat melalui peningkatan
infrastruktur  pedesaan, kesehatan, pendidikan, dan social
kemasyarakatan

Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki Visi, Misi dan

Tujuan perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Usaha tanggal 5 Januari 2016.

1.2.2.

Sosialisasi Visi, Misi
dan Tujuan
Perusahaan

D (2)

Sedang
(2)

Berdasarkan verifikasi dokumen, Koperasi Pondok Pesantren Darussalam

terdapat bukti sosialisasi berupa Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi

Perusahaan yaitu :

= Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi perusahaan, RKT Tahun 2018,
dan Kawasan Lindung Di Areal IUPHHK-HA Koperasi Pondok
Pesantren Darussalam tanggal 17 April 2018.

= Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Visi dan Misi perusahaan, Serikat
Pekerja, Keselamtan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Pondok Pesantren Darussalam
(Internal Karyawan) di Kantor Base Camp Kedawan tanggal 11
Januari 2016

Sosialisasi Visi dan Misi perusahaan juga dilakukan dengan cara:

1. Pemasangan spanduk visi dan misi perusahaan halaman kantor Base
Camp Km.20, Camp Produksi Km.30 dan Logpond Kedawan

2. Pemasangan leafplat visi dan misi Perusahaan di ruang meeting
kantor Base Camp Km.20, Camp Produksi Km.30 dan Log Pond
Kedawan.

Dengan demikian Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah
melakukan Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan
(Internal) dan masyarakat sekitar areal kerja, namun belum secara rutin
dilakukan setiap tahun, serta terdapat bukti pelaksanaan berupa Berita
Acara, dan dilengkapi daftar hadir.
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Nomor & Judul

Implementasi PHL

o Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.2.3. D (2) Sedang | Berdasarkan Verifikasi dokumen dan Verifikasi lapang, Koperasi Pondok
Kesesuaian Visi dan (2) Pesantren Darussalam telah berupaya melakukan implementasi visi dan
Misi Dengan misi melalui implementasi fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi

sosial sebagai berikut :

1. Implementasi Kelola Produksi :

Terdapat bukti implementasi kelola produksi sebagai berikut:

a. Telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun
2012-2021, disahkan berdasarkan SK. Menhut No. SK.83/BUHA-
2/2011 tanggal 22 Juli 2011, selanjutnya tahun 2016 menjadi Revisi
RKUPHHK-HA periode 2012-2021 dan telah disahkan melalui
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
SK.3339/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/7/2016 tanggal 13 Juli 2016.

b. Telah memiliki RKTUPHHK-HA Tahun 2013 s/d 2017, disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan dilengkapi
lampiran Peta RKT Skala 1:50.000.

c. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan kegiatan
penebangan sesuai dengan Blok RKT yang telah disahkan oleh Dirut
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Realisasi
penebangan selama 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) sebesar
109.593,91 m3 dari rencana 115.971 m3 (94,50%).

d. Berdasarkan hasil verifikasi dari Auditor produksi terdapat
implementasi kelola produksi yang belum optimal, antara lain:

- Dari 2 (dua) system silvikultur yang direncanakan, hanya system
TPTI yang direalisasikan, sedangkan untuk system THPB baru
dilaksanakan land clearing (penyiapan lahan) seluas 100 Ha dari
rencana 254 Ha.

- Penataan blok dan petak RKT belum seluruhnya sesuai dengan
blok/petak RKU

- Hanya sebagian batas blok/petak RKT yang terlihat jelas di
lapangan.

- Belum memiliki data pengukuran dan analsis data riap tegakan

- SOP Sistem silvikultur THPB belum seluruhnya tersedia

- Implementasi RIL belum seluruhnya dilakukan

2. Implementasi Kelola Lingkungan :

Terdapat bukti implementasi kelola lingkungan sebagai berikut :

a. Memiliki dokumen AMDAL (d/h. PT. Tunggal Yusi Sawmill Plywood)
disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 63/D]-VI/AMDAL/9%4
tanggal 30 Juli 1994.

b. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT Sumalindo Lestari
Jaya 1V (d/h. PT. Tunggal Yusi Sawmill Plywood) telah mendapat
persetujuan Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 247/DJ-VI/AMDAL/95
tanggal 26 Desember 1995.

c. Telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 1.490 Ha, yang terdiri
dari Sempadan Sungai dan KPPN.

d. Melaksanakan RKL dan RPL setiap tahun yang pelaksanaannya
tercantum dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Triwulan I s/d
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Triwulan 1V, dan dilaporkan kepada kepada Dinas Kehutanan dan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

e. Berdasarkan hasil verifikasi dari Auditor Ekologi terdapat
implementasi kelola lingkungan yang belum optimal, antara lain :

- Penandaan batas kawasan lindung belum mencapai 100% dari
total kawasan lindung seluas 1.490 Ha.

- Sarpras perlindungan belum mencapai sesuai ketentuan

- Konservasi tanah dan air masih minimal dilaksanakan di lapangan,
pematauan dampak tanah dan air belum dilakukan

- Identifikasi dan inventarisasi flora fauna belum dilakukan

3. Implementasi Kelola Sosial :

a. PT. Sumalindo Lestari Jaya IV melakukan kegiatan kelola sosial
secara rutin setiap tahun pada 3 (tiga) Kampung Binaan vyaitu :
Kampung Lutan, Kampung Mamahak Teboq, dan Kampung Tukul.
Bentuk kelola sosial berupa pembayaran fee produksi dan bantuan-
bantuan insidentil sesuai permintaan masyarakat

b. Realisasi biaya Kelola Sosial selama 2 tahun terakhir (2016-2017)
sebesar Rp 1.001.554.500,- dari rencana sebesar Rp 796.054.500,-
(126%).

c. Berdasarkan hasil verifikasi dari Auditor Sosial terdapat implementasi
kelola Sosial yang belum optimal, antara lain :

- Identifikasi hak dasar masyarakat adat belum dibuat.

- Sosialisasi program kelola sosial belum dilakukan

- Hubungan industrial belum seluruhnya diimplementasikan

- Jenjang karier belum diterapkan seluruhnya

- Tunjangan kesejahteraan karyawan hanya sebagian dipenuhi

- Pemetaan potensi dan resolusi konflik belum dibuat sesuai
Perdirjen PHPL No. P.5 tahun 2016

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa Implementasi PHL hanya

sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL

Kesimpulan Indikator 1.2.

14/18 =77,78% (Sedang)

3. Indikator 1.3.

: Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan
Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan,
Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

Nomor & Judul

Profesional Bidang
Kehutanan di
Lapangan Pada Setiap
Bidang Kegiatan
Pengelolaan Hutan

Lo Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.3.1. CD (1) Sedang | Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dengan luas 21.690 Ha
Keberadaan Tenaga (2) termasuk pada areal IUPHHK-HA dengan luas <25.000, sehingga

sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No.P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal
24 Nopember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelola
Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan, dan Tempat Penampung Terdaftar
Untuk Memiliki dan/atau Mempekerjakan GANISPHPL, jumlah minimal
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Sesuai Ketentuan Yang
Berlaku

GANISPHPL yang harus dimiliki sebanyak 6 orang dengan rincian
sebagai berikut :

(GANISPHPL-KURPET) 1 orang; CANHUT 1 Orang; NENHUT 1 orang;
BINHUT) 1 orang, dan PKB-R 1 orang :

5 orang

Berdasarkan Laporan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari bulan April 2018 atas nama Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam, ditujukan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda, diketahui
penggunaan tenaga teknis kehutanan sebagaimana disajikan pada
tabel berikut.

Tabel. Penggunaan GANISPHPL di Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam berdasarkan Perdirjen PHPL No: P.16/PHPL-IPHH/2015

) : Jumlah Minimal Keberadaan
Kualifikasi
No GANISPHPL Untuk Luas GANISPHPL Persentase (%)
GANISPHPL
<25.000 Ha (orang)

KURPET 1 - 0

CANHUT 200

NENHUT 100

BINHUT 200

VD (W=

PKB-R 200

AN~~~
O (H|N (=N

Jumlah 150 %

Berdasarkan tabel di atas, keberadaan GANISPHPL di Koperasi Pondok

Pesantren Darussalam adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan GANISPHPL 9 (sembilan) orang dari ketentuan
minimal 6 (enam) orang atau 150%.

2. Ketersediaan GANISPHPL-CANHUT, NENHUT, BINHUT, PKB-R
sudah memenuhi ketentuan minimal

3. Terdapat kekurangan GANISPHPL-KURPET sebanyak 1 (satu) orang

4. Terdapat kelebihan GANISPHPL-CANHUT sebanyak 1 (satu),
GANIS-BINHUT 1 orang, dan GANIS-PKB 2 orang

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tidak
tersedia pada bidang kegiatan pengelolaan hutan (GANISPHPL-
KURPET) tetapi jumlah keseluruhan GANISPHPL mencapai 150%
(>60%) dari ketentuan yang berlaku.

1.3.2.
Peningkatan
Kompetensi SDM

D (2)

Sedang
(2)

Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan
SDM IUPHHK-HA Kopontren Darussalam tahun 2016 s/d 2017 diperoleh
data rencana dan realisasi peningkatan SDM sebagai berikut :

Tahun 2015 terdapat rencana 10 orang, realisasi 5 orang (50%); tahun
2016 : rencana 15 orang, realisasi 20 orang (133,33%), dan tahun 2017
: rencana 14 orang, realisasi 15 orang (107,14%). Dengan demikian
rata-rata peningkatan SDM untuk lima tahun terakhir (2013-2017)
mencapai 58,09%.

Jenis peningkatan SDM meliputi Diklat dan Penilaian kinerja GANISPHPL
yang diselenggarakan BPHP Wilayah XI Samarinda serta Inhouse
Training (RIL, GIS, SIPUHH, Trauma Center, SPOP, PUP, JHT, Lokakarya,
dan DIKSAR SATPAM).
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1.3.3.
Ketersediaan Dokumen
Ketenagakerjaan

D (2)

Sedang
(2)

Koperasi Pondok Pesanten Darussalam telah memiliki dokumen
ketenagakerjaan sebagai berikut :

1.
2.

8.

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013
tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-11/2008 tentang
Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.54/Menhut-1I/2014 tanggal
27 Agustus 2014 tentang kompetensi dan sertifikasi GANISPHPL dan
WASGANIS-PHPL.

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 tentang
Petunjuk pelaksanaan kewajiban pengelola hutan dan pemegang
Izin Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar untuk memiliki dan/ atau
mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Salinan  Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:
561/K.637/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penetapan Upah
Minimum Kabupaten Berau Rp. 2.657.537,50 per bulan.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur Nomor : KEP.560/1829/B.PHI & JAMSOSTEK/2017
tanggal 29 Mei 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan
Koperasi Pondok Pesantren Darussalam.

Peraturan Perusahaan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam
Tahun 2017-2019.

Peraturan Perusahaan berisi : ketentuan umum, hubungan kerja, Hak

10.

11.

12.
13.

14.

15.

dan kewajiban perusahaan/Koperasi, Hak dan kewajiban karyawan,
Larangan bagi karyawan, Jabatan, Pengembangan Kemampuan
Karyawan, Penggajian, Kesejahhteraan, waktu kerja dan jam kerja,
cuti, sanksi, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Penutup.

Surat Promosi Karyawan No.001/SMK-Intern/IW]-TRG/I/2018
tanggal 17 Januari 2017 a.n Hajang dari Pembantu umum ke
Operator traktor

Formulir Penilaian Kinerja Karyawan a.n Bayu Saputra dengan
jabatan Staf Binhut

Perjanjian Waktu Kerja Tertentu Nomor : 067/HRD-PKWT/IWJ-
KPPD/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 a.n Ery Susanto dengan jabatan
Scaller

Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017 dan 2018
Reimbursement Penggantian Biaya Pengobatan bulan Januari 2018
No.001/R.KPPD/1/2018 a.n Jayanto dengan jabatan Operator
Logging

Formulir Lamaran Pekerjaan a.n Defa Andrianie Rahayu, S.Hut
tanggal 6 April 2018

Daftar Karyawan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam bulan April
2018.
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Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap di kantor Cabang Tering,
tetapi tidak tersedia di Base Camp Kedawan.

Kesimpulan Indikator 1.3.

10/15 = 66,67% (Sedang)

4. Indikator 1.4.

: Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan
Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik
Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

1.4.1.

Kelengkapan Unit
Kerja Perusahaan
Dalam Kerangka PHPL

D (2)

Baik
(3)

Berdasarkan verifikasi dokumen Koperasi Pondok Pesantren Darussalam

memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang disahkan berdasarkan

Keputusan Kuasa Usaha Nomor : 02/SK-KPPD/SMD/1/2016 tanggal 05

Januari 2016.

Berdasarkan telaah Struktur Organisasi dan Job Description Koperasi

Pondok Pesantren Darussalam diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Struktur organisasi sudah dilengkapi dengan Job Decription

2. Struktur organisasi sudah sesuai dengan kerangka PHPL dimana
terdapat bagian yang menangani Kelola Produksi (Kabag Produksi),
Kelola Lingkungan/Ekologi dan Kelola Sosial (Kabag Bina Hutan,
Lingkungan dan Sosial).

3. Terdapat rangkap jabatan (Kasie Persemaian, Penanaman &
Pemeliharaan) dan (Kasie Kelola Lingkungan dan Litbang) atas nama
Fransiskus Himang

Tersedia struktur organisasi dan job description tetapi hanya sebagian
yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Kuasa Usaha

1.4.2.

Keberadaan Perangkat
Sistem Informasi
Manajemen dan
Tenaga Pelaksana

D (2)

Sedang
(2)

Terdapat perangkat SIM untuk memantau informasi, organisasi dan
tindakan, serta tenaga pelaksana berupa struktur organisasi, Job
description, SOP seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan, alat
komunikasi pendukung SIM yaitu telepon satelit dan jaringan internet,
radio SSB, serta perangkat komputer pada setiap bagian untuk pencatatan
dan pendokumentasian data-data kegiatan masing-masing bagian.
Berdasarkan verifikasi, jenis dan Jumlah Peralatan Pendukung Sistem
Informasi Manajemen yang terdapat di Base Camp Kedawan adalah
sebagai berikut :

1. Radio dua band : 15 unit
2. Handy Talky 3 unit
3. Laptop 3 Unit
4. Printer’: 1 Unit

Sedangkan untuk V.Sat terdapat di Kantor Cabang Tering, dan perangkat
SIM berupa GIS dan operatornya berada di Kantor Pusat Samarinda.
Pencatatan dan pendokumentasian data dan informasi dilakukan oleh
bagian administrasi SIM yang berada di Base Camp (Deva Andrianie
Rahayu), Kantor Cabang maupun di kantor pusat.
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Pencatatan data-data kegiatan produksi dilakukan di Base Camp, dikirim
ke kantor cabang Tering (Sofcopy maupun hardcopy) sedangkan untuk
laporan TPTI dan lainnya dibuat di Base Camp. Distribusi data informasi
ke Kantor Pusat Operasional Samarinda dilakukan melalui email dari
Kantor Cabang Tering.

Kopontren Darussalam belum memiliki Standar Operating Prosedure
(SOP) dan tenaga pelaksana SIM. Dalam operasional Tata Usaha Kayu,
Kopontren Darussalam telah melaksanakan SIPUHH-Online sejak Tahun
2016, dan terdapat tenaga pelaksana SIPUHH Online yaitu Marcel
Nanlohy.

1.4.3.

Keberadaan
SPI/Internal Auditor
dan Efektifitasnya

D (2)

Sedang
(2)

Terdapat Perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan
Pengawas Internal (SPI) Koperasi Pondok Pesantren Darussalam
berdasarkan Keputusan Kuasa Usaha Nomor : 02/SK-KPPD/SMD/1/2018
tanggal 8 Januari 2018. Dalam Struktur Organisasi Koperasi Pondok
Pesantren Darussalam, Satuan Pengawas Internal (SPI) terbagi menjadi
2 (dua), yaitu Auditor Bidang Pengusahaan Hutan (M. Taufani) dan
Auditor Bidang Administrasi dan Keuangan (Rika Damayanti, S.Hut), dan
berada di bawah Kuasa Usaha.
SPI bekerja berdasarkan SOP Satuan Pengawasan Internal Nomor :
UMUM-01-KPPD-SOP-2016 revisi#1 tanggal pembuatan 7 Januari 2016.
Pelaksanaan dan lingkup kegiatan SPI diatur dalam SOP Audit Internal,
sehingga memudahkan kegiatan pengawasan kinerja masing-masing
bidang dalam kegiatan pengelolaan hutan pada Base Camp Kedawan,
khususnya dalam memantau progress pencapaian PHPL. Pelaksanaan
Internal Audit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dilaksanakan secara
rutin 2 kali setiap tahun.
Terdapat Laporan hasil Audit Satuan Pengawas Internal (SPI) yaitu :
= Laporan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal (SPI) Periode I Tahun
2016
= |Laporan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal (SPI) Periode II Tahun
2016.
= laporan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal (SPI) Periode I Tahun
2017
= Laporan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal (SPI) Periode II Tahun
2017
Laporan Hasil Audit SPI terdiri dari : Dasar, Tujuan, Sasaran, Metode Audit,
Waktu Pelaksanaan, Hasil Temuan (Bidang Perencanaan Hutan; Produksi
& Perlatan; Pembinaan Hutan; Kelola Lingkungan; Kelola Sosial),
Kesimpulan, serta Saran dan Tindaklanjut.
Pada Laporan Hasil Audit SPI Periode I Tahun 2016 terdapat : 19 temuan;
5 kesimpulan; serta 6 saran dan tindaklanjut; Periode II Tahun 2016
terdapat : 19 temuan; 5 kesimpulan; serta 6 saran dan tindaklanjut;
Periode I Tahun 2017 terdapat : 15 temuan; 5 kesimpulan; serta 6 saran
dan tindaklanjut; dan Periode I Tahun 2016 terdapat : 7 temuan; 5
kesimpulan; serta 6 saran dan tindaklanjut.
Selama 2 tahun terakhir (2016 dan 2017) SPI telah melaksanakan
tugasnya sesuai Surat Perintah dari Kuasa Usaha, dan memperoleh 42
temuan. Sedangkan untuk tahun 2013 — 2015 tidak SPI belum bekerja
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Monitoring dan
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karena belum dibentuk organisasinya. Dengan demikian organisasi SPI /
internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan
1.4.4. D (2) Sedang | Terdapat bukti tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan
Keterlaksanaan Tindak 2) evaluasi SPI :

= Surat Kuasa Usaha Nomor : 31/KPPD/SMD/VII/2016 tanggal 14 Juli
2016 perihal Tindaklanjut Perbaikan Berdasarkan Hasil Audit Internal
SPI Periode I Tahun 2016

= Surat Kuasa Usaha Nomor : 07/KPPD/SMD/1/2017 tanggal 12 Januari
2017 perihal Tindaklanjut Perbaikan Berdasarkan Hasil Audit Internal
SPI Periode II Tahun 2016

= Surat Kuasa Usaha Nomor : 35/KPPD/SMD/VIL/2017 tanggal 10 Juli
2017 perihal Tindaklanjut Perbaikan Berdasarkan Hasil Audit Internal
SPI Periode I Tahun 2017

= Surat Kuasa Usaha Nomor : 04/KPPD/SMD/1/2018 tanggal 15 Januari
2018 perihal Tindaklanjut Perbaikan Berdasarkan Hasil Audit Internal
SPI Periode II Tahun 2017

Berdasakan verifikasi Tindaklanjut Perbaikan diperoleh hasil sebagai

berikut :

Hasil Tindak
Periode/ Tanggal ast inda . Keterlaksa
Temuan koreksi
Tahun Pelaksanaan . naan
SPI Manajemen
I Tahun 2016 | 6 —11 Juli 9 7 4
2016
II Tahun 4 -9 Januari 12 12 3
2016 2017
I Tahun 2017 | 3 -8 Juli 2017 13 13 5
II Tahun 5-11 Januari 8 8 4
2017 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui selama 4 (empat) kali mengadakan
audit, terdapat 42 temuan SPI, 40 temuan ditindaklanjuti Manajemen,
sedangkan progress sebanyak 16.

Pelaksanaan audit internal oleh SPI baru dilaksanakan tahun 2016 dan
2017. Dari 42 temuan SPI, hanya 40 temuan ditindaklanjuti dalam rangka
perbaikan manajemen, namun hanya 16 yang sudah dilaksanakan.
Dengan demikian terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi
manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi

Kesimpulan Indikator 1.4.

18/24 = 75,00% (Sedang)
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1.5.1.

Persetujuan rencana
penebangan melalui
peningkatan
pemahaman,
keterlibatan,
pencatatan proses dan
diseminasi isi
kandungannya

CD (1)

Baik
3

Dalam rangka mendapatkan persetujuan penebangan RKT dari

masyarakat pemilik hak ulayat dan untuk mengantisipasi konflik, Koperasi

Pondok Pesantren darussalam telah melakukan sosialisasi untuk

memperoleh persetujuan dari masyarakat pemilik hak ulayat. Terdapat

bukti persetujuan RKT 2018 dari masyarakat kampung Lutan yang wilayah
adatnya berada di dalam areal kerja KPPD berupa Berita Acara Berita

Acara Sosialisasi Visi Misi perusahaan, RKT Tahun 2018, dan Kawasan

Lindung di Areal IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam

Kepada Masyarakat Desa Lutan.

Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah membuat kesepakatan

bersama masyarakat kampung pemilik hak ulayat, berupa :

» Berita Acara Kesepakatan antara Masyarakat kampung Lutan dengan
Pihak Managemen Kopontren Darussalam Mengenai Penetapan Harga
Fee Kayu sebesar Lima puluh ribu rupiah per meter kubik
Diperhitungkan Berdasar jumlah produksi kayu yang terjual, dibuat di
kampung Lutan pada tanggal 16 Januarai 2017

» Berita Acara Kesepakatan antara Masyarakat kampung Tukul dengan
Pihak Managemen Kopontren Darussalam Mengenai Penetapan Harga
Fee Kayu sebesar Lima puluh ribu rupiah per meter kubik
Diperhitungkan Berdasar jumlah produksi kayu yang terjual, dibuat di
kampung Tukul pada tanggal 16 Januarai 2017

= Berita Acara Pemberian Tali Asih dari Kopontren Darussalam kepada
Masyarakat kampung Lutan kecamatan Long Hubung Kabupaten
Mahakam Hulu dalam rangka program bantuan upaya peningkatan
bantuan dan taraf hidup kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,
dibuat di Camp Kedawan tanggal 28 September 2017

Selain itu pada saat dilakukan pembukaan RKT setiap tahun, dilakukan
syukuran (Pelas Tanah) yang dihadiri oleh Petinggi, Kepala adat, dan
masyarakat kampung Lutan dengan menyembelih sapi dan babi.

Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan
hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkanpersetujuan atas dasar
informasi awal yang memadai

1.5.2.

Persetujuan Dalam
Proses Tata Batas

D (2)

Sedang
(2)

Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki batas areal kerja
sepanjang 62,40 km dan telah dilakukan tata batas sepanjang 43,60 km
(69,87%). Terhadap batas areal kerja yang sudah dilakukan penataan
batas di lapangan, telah mendapatkan pengakuan para pihak dengan
adanya Berita Acara pelaksanaan tata batas yang sudah ditandatangan
para pihak (Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda, Kepa Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai
Barat, Wakil Kecamatam Tering, Wakil Desa Tukul, Wakil dari PT.
Triwiraasta Bharata.

Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak atas
penataan batas areal kerja yang telah direalisasikan di lapangan sebesar
69,87%
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1.5.3.

Persetujuan Dalam
Proses dan
Pelaksanaan CSR/CD

D(2)

Sedang
(2)

Berdasarkan verifikasi, Kopontren Darussalam telah melakukan kegiatan
kelola sosial setiap tahun dengan Desa Binaan adalah kampung Lutan;
kampung Mamahak Teboq, dan kampung Tukul.

Kegiatan kelola sosial meliputi 4 (empat) jenis kegiatan, yaitu
peningkatan ekonomi, Pengembangan sarana prasarana, Sosial budaya,
dan Konservasi sumber daya hutan & lingkungan.

Berdasarkan verifikasi dokumen, terdapat bukti pelaksanaan CD/CSR

berupa bantuan kepada kampung binaan yang terdapat dalam :

1. Laporan Kegiatan Kelola Sosial Kopontren Darussalam tahun 2016.
Realisasi sebesar Rp 111.000.000,- dari rencana Rp 47.000.000,- atau
realisasinya mencapai 236,17% untuk 2 (dua) kampung binaan yaitu
kampung Lutan dan kampung Tukul

2. Laporan Kegiatan Kelola Sosial Kopontren Darussalam tahun 2017.
Realisasi sebesar Rp 890.554.500,- dari rencana Rp 746.054.500,-
atau realisasinya mencapai 119,37% untuk 2 (dua) kampung binaan
yaitu kampung Lutan dan kampung Tukul

Terhadap bantuan CD/CSR yang diberikan telah dilengkapi dengan Berita
Acara Serah Terima sebagai bukti pelaksanaan.

Kegiatan kelola sosial yang dilakukan Kopontren Darussalam belum
berupa program yang terencana hasil sosialisasi kepada masyarakat
kampung binaan, namun masih berupa bantuan insidential berdasarkan
permintaan masyarakat baik lisan maupun melalui proposal.

Kegiatan Kelola sosial telah dilakukan rutin setiap tahun, namun selama
tahun 2013-2015 bantuan dari Kopontren Darussalam tidak pernah
dicatat.

Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan
CSR/CD dari sebagian para pihak

1.5.4.

Persetujuan Dalam
Proses Penetapan
Kawasan Lindung

D (2)

Sedang
(2)

Berdasarkan verifikasi dokumen Revisi RKRUPHHK Periode 2012-2021 yang
disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
SK.3339/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/7/2016 tanggal 13 Juli 2016,
kawasan lindung yang terdapat di areal Kerja KPPD yaitu Sempadan
Sungai (748 Ha), dan KPPN (742 Ha).

Berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung sampai
dengan Maret 2018 diketahui bahwa keberadaan kawasan lindung yang
telah dialokasikan di lapangan oleh KPPD belum seluruhnya dilakukan
penandaan batas.

Keberadaan kawasan lindung ini telah disosialisasikan kepada masyarakat
dengan bukti berupa Berita Acara Sosialisasi Visi Misi perusahaan, RKT
Tahun 2018, dan Kawasan Lindung di Areal IUPHHK-HA Koperasi Pondok
Pesantren Darussalam Kepada Masyarakat Desa Lutan.

Hasil wawancara dengan Petinggi dan Ketua Karang Taruna kampung
Mamahak Teboq serta Kaur Pemerintahan dan Ketua adat kampung Lutan
diketahui bahwa masyarakat kampung Lutan dan kampung Mamahak
Teboqg tidak melakukan peladangan, menebang kayu, dan berburu di
dalam areal kerja. Terdapat 3 (tiga) kampung yang wilayah adatnya
berada di dalam areal kerja, namun masyarakatnya tidak melakukan
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aktivitasnya di dalam areal kerja (ladang/kebun, penebangan kayu dan
berburu).

Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan
lindung yang telah ditandai di lapangan (66,67%) dari sebagian para
pihak

Kesimpulan Indikator 1.5.

15/21 = 71,43% (Sedang)

B. KRITERIA PRODUKSI

1. Indikator 2.1

Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan
Hutan Lestari

Nomor & Judul

Implementasi
Penataan Areal Kerja
di Lapangan dengan
Rencana Jangka
Panjang

Lo Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.1.1. D (2) Baik Kopotren Darussalam memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis
Keberadaan Dokumen 3) IHMB periode 2012 - 2021 Koperasi Pondok Pesantren Darussalam
Rencana Jangka beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang telah disetujui dan disahkan
Panjang berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
(management plan) SK.3339/Men.LHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tanggal 13 Juli 2016.
yang telah Disetujui Kopotren darussalam memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB
oleh Pejabat yang Periode 2011 — 2021 Koperasi Pondok Pesantren Darussalam beserta
Berwenang Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang telah disetujui dan disahkan
berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 83/VI-BUHA/2011 tanggal 22
Juli 2011.
Disebutkan dalam dokumen revisi RKUPHHK-HA, adanya perubahan/
revisi karena adanya penolakan masyarakat desa Tukul terhadap blok
tebangan khususnya 2016 sampai dengan 2021 sekaligus adanya
penambahan Sistem Silvikultur Tebang habis dengan Permudaan Buatan
(THPB) pada areal yang didominasi semak belukar.
Kopontren Darussalam tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan
kewajiban RKU.
2.1.2 D (2) Sedang | Berdasarkan telaah peta kerja dapat terlihat kesesuaian tata letak antara
Kesesuaian 2) rencana jangka pendek dengan jangka panjang sebagai berikut :

Tahun Sistem Blok Blok Ket
Silvikultur RKU RKT
TPTI I \Y Tidak Sesuai
2013
THPB - - N/A
TPTI III I1I Sesuai
2014
THPB - - N/A
TPTI v II Tidak Sesuai
2015
THPB - - N/A
TPTI Y \Y Sesuai
2016 - -
THPB 1 - Tidak sesuai
2017 TPTI VI VI Sesuai
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Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai

THPB 2 2
TPTI VII IX
THPB 3 3

2018

Terkait dengan perubahan lokasi blok penataan areal kerja RKTUPHHK-
HA pada RKUPHHK-HA diatas, Kopontren Darussalam telah melaporkan
dan mendapat balasan sesuai dengan surat :

- No. S.4/BUHA-2/2015 tanggal 07 Januari 2015 perihal konfirmasi
atas perubahan blok RKT tahun 2015.

- No. S.881/UHP/RKUPHA/PHL.1/1I/2015 tanggal 27 November 2017
perihal konfirmasi atas perubahan blok RKT tahun 2020 menjadi
2018.

Dengan demikian, pada verifier ini

Darussalam terdapat sebagian (>50%) kesesuaian

penataan areal kerja dengan rencana jangka panjang.

disimpulkan pada Kopontren
implementasi

2.1.3

Pemeliharaan Batas
Blok dan Petak
/compartemen kerja

D (2)

Sedang
(2)

Berdasarkan pengamatan di lapangan dapat ditemukan penandaan batas
blok dan petak baik berupa plang blok dan batas petak, serta penandaan
tanda batas berupa polet dua merah (//) untuk batas blok dan polet satu
merah (/) untuk batas petak pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 dan 2018. Penandaan Batas Blok dan Petak RKTUPHHK-
HA Tahun 2014 tidak terawat dan tidak sepenuhnya jelas di lapangan.
Dapat disimpulkan, bahwa tanda batas blok dan petak kerja hanya
sebagian (>50%) yang terlihat dengan jelas dilapangan.

Kesimpulan Indikator 2.1

14 / 18 = 77,78 % (Sedang)

2. Indikator 2.2

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan
Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

Nomor & Judul

tentang Riap Tegakan

. Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.2.1. D (2) Sedang | Kopontren Darussalam memiliki data potensi tegakan berbasis
Terdapat Data Potensi 2) IHMBdiketahui potensi kayu kelas diameter 50 up adalah jumlah rata-
Tegakan per Tipe rata 9,73 batang /ha dengan volume rata-rata 38,05 m3/Ha.
Ekosistem yang ada Kopontren Darussalam memiliki data potensi periode audit 3 (tiga) tahun
(Berbasis IHMB/ Survei terakhir didapatkan potensi tegakan untuk jenis komersial 50 up, tahun
potensi, ITSP, Risalah 2016, 2017 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 49,07 m3/ha, 69,92
Hutan) m3/ha dan 80,79 m3/ha.
Terdapat Peta pendukung LHC seperti peta sebaran pohon yang memuat
jalur cruising dan kontur skala 1:2.000, namun ketersediaannya tidak
lengkap pada periode penilaian.
2.2.2. CD (1) Buruk | Belum ditemukan bukti pengukuran riap dan analisis riap tegakan pada
Terdapat Informasi (1) PUP.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa rencana lokasi PUP telah
ditandai dengan batas polet warna merah (//) dan terdapat pemasangan
plang “Petak ukur Permanen”.
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2.2.3. CD (1) Buruk | Tidak terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap
Terdapat Perhitungan (1) tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama waktu penilaian.
Internal/self JTT Tidak terdapat perhitungan internal JTT berbasis data potensi dan
Berbasis Data Potensi kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.
dan Kondisi
Kemampuan
Pertumbuhan
Tegakan
Kesimpulan Indikator 2.2 6 /12 = 50,00% (Buruk)

3. Indikator 2.3

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk
Menjamin Regenerasi Hutan

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

2.3.1.
Ketersediaan SOP
Seluruh Tahapan
Kegiatan Sistem
Silvikultur

D (2)

Sedang
(2)

Berdasarkan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA tahun 2016 pada Kopontren
Darussalam menerapkan 2 sistem silvikultur yaitu TPTI dan THPB.
Tersedia SOP Tahapan Sistem Silvikultur :

1. Penataan Areal Kerja (PAK) No. Dokumen CANHUT-01-KPPD-SOP-
2016 Rev 01 tgl. 07 Januari 2016.

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum (ITSP)No. DokumenCANHUT-02-
KPPD-SOP-2016 Rev 01 tgl. 07 Januari 2016.

3. Pembangunan Jalan No. Dokumen PROD-02-KPPD-SOP-2016 Rev 01
tgl. 07 Januari 2016.

4. PenebanganNo. Dokumen PROD-03-KPPD-SOP-2016 Rev 01 tgl. 07
Januari 2016.

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan No. Dokumen
BINHUT-4-KPPD-SOP-2016 Rev 01 tgl. 07 Januari 2016.

6. Pembebasan Pohon Binaan No. Dokumen BINHUT-3-KPPD-
SOP-2016 Rev 01 tgl. 07 Januari 2016.

7. Perlingungan dan Pengamanan Hutan berupa Pengendalian
Penebangan Liar No. Dokumen KELING-09-KPPPD-SOP-2016 Rev 01
Januari 2016, Pengendalian Perburuan Satwa LiarNo. Dokumen
KELING-10-KPPPD-SOP-2016 Rev 01 07 Januari 2016, Pengendalian
Perambahan HutanNo. Dokumen KELING-11-KPPPD-SOP-2016 Rev
01 07 Januari 2016, dan Pengendalian Kebakaran Hutan No.
Dokumen KELING-12-KPPPD-SOP-2016 Rev 01 07 Januari 2016.

SOP tersebut merupakan SOP pada tahapan sistem TPTI, sedangkan

pada tahapan sistem silvikultur THPB belum terakomodir seperti SOP

Penyiapan Lahan, Penanaman tanaman THPB, Pemeliharaan sesuai

dengan tahapan pada tanaman THPB.

2.3.2.
Implementasi SOP
Seluruh Ta-hapan
Kegiatan Sistem
Silvikultur

D (2)

Sedang
(2)

Hasil verifikasi terhadap dokumen dan pengecekan di lapangan diketahui
bahwa secara umum kegiatan-kegiatan silvikultur telah direalisasikan
secara rinci tahapan sistem silvikultur TPTI adalah sebagai berikut :

1. Penataan Areal Kerja (PAK)
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Implementasi dilapangan ditemukan penandaan batas blok dan
petak, dimana tanda pada rintisan blok berupa polet merah 2 garis
dan pada petak polet 1 garis. Lokasi PAK pada periode audit sebagian
sesuai dengan alokasi RKUPHHK-HA yang disahkan.

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)
Implementasi di lapangan ditemukan tanda jalur cruising, penandaan
pohon yang ditebang (id barcode) dengan diameter >50 cm. Secara
administrasi ditemukan LHC beserta Peta pendukung berupa sebaran
pohon, jalur dan kontur skala 1 : 2.000, dimana sesuai SOP adalah
1:1.000.

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
Implementasi di lapangan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan
dilakukan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016.
Selanjutnya, pada tahun 2016, 2017, dan 2018 tidak terdapat target
PWHY/ telah terdapat bekas jalan lama (eks jalan).

4. Pemanenan
Implementasi  dilapangan kegiatan pemanenan berupa
Penebangan, Penyaradan, Pengangkutan dari TPK Hutan Km 20
menuju TPK Antara Km 0. Realisasi volume tebangan total selama 5
tahun terakhir rata-rata mencapai 94,50% dari rencana tebangan
tahunan.

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan
Implementasi di lapangan ditemukan kegiatan penanaman berupa
penanaman pada kiri kanan jalan diverifikasi di KM 29 pada koordinat
N = 00° 13' 08,88" E = 1159 40' 02,66" dan Penanaman Bekas TPn
pada koordinat N = 00° 13' 23,88" E = 115° 40' 19,81".

6. Pembebasan pohon binaan
Areal Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tidak seluruhnya
merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maka sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI-
BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tahapan sistem silvikultur
tentang pembebasan pohon binaan tidak dilakukan.

7. Pengamanan dan Perlindungan Hutan
Implementasi dilapangan terdapat tenaga Pengaman Hutan berupa
Satpam. Kegiatan lain berupa kegiatan patroli pengamanan dan
pemasangan plang larangan menebang pohon serta berburu satwa
yang dilindungi.

Hasil verifikasi terhadap dokumen dan pengecekan di lapangan diketahui

bahwa secara umum kegiatan-kegiatan silvikultur THPB belum optimal

dilapangan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa SOP sebagian

tahapan silvikultur telah diimplementasikan dan masih terdapat kegiatan

yang belum dilaksanakan sesuai dengan tata waktunya.

2.3.3.

Tingkat Kecukupan
Potensi Tegakan
sebelum Masak
Tebang

D (2)

Baik
(3)

Berdasarkanhasilujipetikmenggunakanmetode nasted sampling padablok
RKTUPHHK-HA 2017 denganmembuat Plot Ukur(PU) sebanyak 6 (enam)
buahpadaPetak H-15 dan F-15 didapatkanpotensipohon yang
disisakansebanyak 42 pohon/ha (>25 pohon/ha).
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Potensi Permudaan

. Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.3.4. CD (1) Baik Berdasarkan hasil uji petik bersamaan menggunakan metode nasted
Tingkat Kecukupan 3) sampling sebagaimana verifier 2.3.3. didapatkan potensi permudaan

tingkat tiang 100 batang/ha (= 100 batang tiang/Ha) atau jumlah
kesetaraannya 400 batangpancang/ha.

Kesimpulan Indikator 2.3

17/21 = 80,95% (Baik)

4. Indikator 2.4

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan
Dalam Pemanfaatan Hutan

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

2.41.

Ketersediaan Prosedur
Pemanfaatan /
Pengelolaan Hutan
Ramah Lingkungan

D (2)

Sedang
(2)

Pada periode penilaian audit tahap II dapat diverifikasi ketersediaan

prosedur/ pengelolaan hutan ramah lingkungan diantaranya :

- Prosedur Kegiatan Pembalakan Ramah lingkungan (RIL) Perencanaan
No. Dokumen CANHUT-13-KPPD-SOP-2016 Rev. 01 Tanggal 07
Januari 2016.

- Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL) No. Dokumen PROD-06-KPPD-
SOP-2016 Rev. 01 Tanggal 07 Januari 2016.

- Monitoring dan Evaluasi Pembalakan Ramahh Lingkungan (RIL) No.
Dokumen PROD-07-KPPD-SOP-2016 Rev. 01 Tanggal 07 Januari
2016.

- Prosedur Kegiatan Pembalakan Ramah lingkungan (RIL) Closing Up
No. Dokumen PROD-12-KPPD-SOP-2016 Rev. 01 Tanggal 07 Januari
2016.

Namun demikian, isi dari SOP RIL masih perlu diperbaiki terkait

ditemukan form ataupun perangkat dalam penilaian/ evaluasi RIL dan

penulisan substansi dalam prosedur RIL.

2.4.2.

Penerapan Teknologi
Ramah Lingkungan

D (2)

Sedang
(2)

Pada kegiatan Audit Tahap II PHPL Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam dapat diverifikasi terkait penerapan teknologi ramah
lingkungan diantaranya,

- Pelaksanaan Prosedur Kegiatan Pembalakan Ramah lingkungan (RIL)
Perencanaan No. Dokumen CANHUT-13-KPPD-SOP-2016 Rev. 01
Tanggal 07 Januari 2016 berupa pelaksanaan kegiatan Perencanaan
Penataan Areal Kerja sesuai dengan Peta PAK, Pelaksanaan di
lapangan berupa penandaan batas blok dan petak blok tebangan.
Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan sesuai dengan dokumen
LHC, RLHC, dan peta pendukung berupa peta seberan Pohon 1:2.000,
dimana seharusnya sesuai dengan aturan teknis adalah 1:1.000, dan
Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan sesuai dengan Peta Rencana
Pembukaan Wilayah Hutan 1:10.000.

- Pelaksanaan Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL) No. Dokumen
PROD-06-KPPD-SOP-2016 Rev. 01 Tanggal 07 Januari 2016 berupa
pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pemanenan, Penyusunan Peta
Rencana Pemanenan, Penandaan di Lapangan, Pembuatan Jalan
Sarad dan TPn, Kegiatan Pembalakan dan Pemanenan Kayu, Closing
Up, Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Pencemaran
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Lingkungan, namun belum seluruhnya sesuai SOP misalnya kegiatan
closing up belum dilaksanakan.

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembalakan Ramahh
Lingkungan (RIL) No. Dokumen PROD-07-KPPD-SOP-2016 Rev. 01
Tanggal 07 Januari 2016 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP
misalnya tidak ditemukannya bukti Surat Perintah Tugas (SPT) pada
kegiatan Pembuatan Sudetan.

- Prosedur Kegiatan Pembalakan Ramah lingkungan (RIL) Closing Up
No. Dokumen PROD-12-KPPD-SOP-2016 Rev. 01 Tanggal 07 Januari
2016, belum sepenuhnya direalisasikan pada pembuatan sudetan di
jalan sarad. Pembuatan Sudetan dapat ditemukan pada jalan cabang
dan jalan utama.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat kegiatan

perancanaan pemanenan (PAK, ITSP, PWH), dan Kegiatan Pemanenan

(Penebangan, Penyaradan, Pengangkutan) namun belum seluruhnya

diterapkan sesuai dengan SOP misalnya kegiatan closing up beserta

dokumen pendukung sesuai dengan Keluaran Data sesuai SOP.

2.4.3.

Tingkat Kerusakan
Tegakan Tinggal
Minimal dan
Keterbukaan Wilayah

D (2)

Sedang
(2)

Hasil uji petik tingkat kerusakan tegakan tinggal dilakukan di petak J-12
pada id barcode pohon no. 1907AXXKOPDO000000000002775 dengan
kordinat pohon N = 00°11'52.91" dan E = 115°14'47.41". Diketahui
tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan sebesar
7,81 % dan kerusakan tegakan tinggal akibat penyaradan sebesar 8,20
%, sehingga kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan dan
penyaradan sebesar 16,02 %. Hasil pengukuran keterbukaan wilayah
akibat pembuatan jalan sarad serta penyaradan menunjukkan tingkat
keterbukaan wilayah sebesar 5,50 %, maka didapatkan nilai tingkat
kerusakan dan keterbukaan wilayah sebesar 21,51% (Tingkat kerusakan
tegakan tinggal rata-rata 16 % - 30%).

2.4.4.
Limbah Pemanfaatan
Hutan Minimal

CD (1)

Baik
(3)

Berdasarkan uji petik penebangan untuk menghitung limbah
pemanfaatan hutan terhadap 2 (dua) pohon yang ditebang di petak J-12
yaitu pohon dengan barcode no. 1907AXXKOPD0000000000027738 (1)
dengan kordinat pohon N = 00°11'50.14" dan E = 115°41'48.17" dan
pohon dengan barcode no. 1907AXXKOPD000000000002775 (2) dengan
kordinat pohon N = 00°11'52.91" dan E = 115°14'47.41" didapakan hasil
Faktor Eksploitasi rata-rata adalah 0,84 (>0,7).

Kesimpulan Indikator 2.4

15/21 = 71,43% (Sedang)

5. Indikator 2.5

Realisasi

Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja

Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Areal Kerjanya

Nomor & Judul

Rencana Kerja Jangka
Pendek (RKT.RTT)

L Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.5.1. CD (1) Baik Tersedia dokumen RKT secara lengkap pada peiode penilaian yaitu
Keberadaan Dokumen 3) RKTUPHHK-HA Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 yang

disusun berdasarkan RKU dan Revisi RKU yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
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yang Disusun

Berdasarkan Rencana

Kerja Jangka Panjang

(RKU/RKPH) dan

Disahkan Sesuai

Peraturan yang

Berlaku (Dinas Prov,

self approval)

2.5.2. D (2) Sedang | Pada Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

Kesesuaian Peta Kerja (2) menggambarkan/ memuat areal yang ditebang/ blok tebangan, areal

dalam Rencana kawasan lindung sesuai RKUPHHK-HA, namun Peta RKTUPHHK-HA

Jangka Pendek Tahun 2013 dan 2014 tidak sesuai dengan Peta RKU yang disahkan.

dengan Rencana Pada Peta lampiran RKTUPHHK-HA tahun 2013 skala 1:50.000

Jangka Panjang menggambarkan/ memuat areal yang ditebang/ blok tebangan. Namun
demikian, tidak termuat kawasan lindung (Sempadan sungai dan KPPN)
dan areal pelestarian dan penelitian (Kebun Benih dan PUP)
sebagaimana tercantum dalam peta RKUPHHK-HA.
Pada Peta lampiran RKTUPHHK-HA tahun 2014 skala 1:50.000
menggambarkan/ memuat areal yang ditebang/ blok tebangan, areal
kawasan lindung (Sempadan sungai dan KPPN) dan areal pelestarian &
penelitian (Kebun benih dan PUP) sebagaimana tercantum dalam peta
RKUPHHK-HA. Namun demikian, pada legenda tidak termuat informasi
Sempadan Sungai.
Dengan demikian, Kopontren Darussalam memiliki peta kerja yang
menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/
ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang.

2.5.3. D (2) Sedang | Sebagaimana telah diuraikan pada verifier 2.1.3. bahwa sebagian besar

Implementasi Peta 2) plang batas blok sudah terpasang di lapangan sesuai dengan penandaan

Kerja Berupa dipeta yang disahkan.

Penandaan Batas Blok Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan di lapangan yaitu

Tebangan / Dipanen / blok dan petak yang akan ditebang dan kawasan lindung atau areal

Dimanfaatkan / pelestarian dan penelitian. Ditemukan penandaan di lapangan tanda

Ditanam / Dipelihara batas blok dan petak RKTUPHHK-HA dan terdapat kesesuaian lokasi

beserta Areal yang antara data di peta dengan di lapangan dengan menggunakan metode

Ditetapkan sebagai PDF Maps.

Kawasan Lindung Untuk kawasan lindung atau pelestarian dan penelitian, ditemukan

(untuk Konservasi/ penandaan menggunakan Plang berupa areal Kebun Benih (KB), Petak

buffer zonel Ukur Permanen dan KPPN, namun belum seluruhnya.

pelestarian plasma Berdasarkan uraian tersebut bahwa terdapat implementasi peta kerja

nutfahireligi/lbudaya/sa pada sebagain berupa penandaan batas blok tebangan/ ditanam/

rana pra-sarana dan dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Penelitian dan

Pengembangan).
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2.54. D (2) Baik Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis rata-rata
Kesesuaian Lokasi, 3) mencapai 94,5,% (70-105%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi
Luas, Jenis dan panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang
Volume Panen dengan direncanakan.
Dokumen Rencana
Jangka Pendek
Kesimpulan Indikator 2.5 17 /21 = 80,95% (Baik)
6. Indikator 2.6 :  Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan
Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam
Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan
Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya
Manusia
Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.6.1. CD (1) Buruk | Tidak tersedia Laporan Keuangan Kopontren Darusssalam yang diaudit
Kondisi Kesehatan (1) oleh Kantor Akuntan Publik pada periode audit, dengan demikian kondisi
Finansial finansial perusahaan tidak dapat dianalisis.
Terdapat Keterangan bahwa Laporan Keuangan Kopontren Darussalam
tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 sedang dalam proses audit
sesuai dengan Surat No. 03/KAP-BWM-SMD/V/2018 tangga 11 Mei 2018
oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto.
2.6.2. CD (1) | Sedang | Berdasarkan realisasi dana Kelola Hutan Tahun 2013, 2014, 2015, 2016,
Realisasi Alokasi Dana (2) dan 2017 (un-audited) diketahui bahwa pada Kopontren Darussalam
Yang Cukup terdapat realisasi alokasi dana dari kebutuhan kelola hutan pada periode
berdasarkan laporan penilaian rata-rata sebesar 62,2% (60-80%).
penatausahaan

keuangan yang dibuat
sesuai dengan
pedoman Pelaporan
Keuangan
Pemanfaatan Hutan
Produksi (yang telah
diaudit oleh akuntan

publik)

2.6.3. CD (1) | Sedang | Berdasarkan rencana dan realisasi dana Kelola Hutan Tahun 2013, 2014,
Realisasi Alokasi Dana 2) 2015, 2016, dan 2017 (un-audited) diketahui bahwa pada Kopontren
Yang Proporsional Darussalam terdapat proporsi realisasi alokasi dana dari kebutuhan

kelola hutan pada periode penilaian rata-rata sebesar 48,06%
(perbedaan >20-50%). Pada periode penilaian realisasi tertinggi pada
kegiatan perencanan hutan dan terendah pada kegiatan pepengadaan
sarana prasarana dan peralatan kerja.
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Penanaman/
Pembinaan Hutan
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Verifier

2.6.4. CD (1) | Sedang | Berdasarkan rencana dan realisasi dana Kelola Hutan Tahun 2013, 2014,

Realisasi Pendanaan 2) 2015, 2016, dan 2017 (un-audited) didapatkan realisasi kegiatan 62,2%,

Yang Lancar selanjutnya wawancara dengan beberapa karyawan didapatkan
informasi bahwa tidak terdapat keterlambatan dalam hal pembayaran
gaji. Namun demikian, di lapangan masih ditemukan kegiatan teknis
kehutanan yang tidak sesuai dengan tata waktunya misalnya kegiatan
penanaman pada sistem silvikultur THPB.Berdasarkan kondisi diatas
dapat dsimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis
berjalan lancar namun belum sesuai dengan tata waktunya.

2.6.5. D (2) Baik Berdasarkan rencana dan realisasi dana kelola hutan tahun 2013 s.d.

Modal yang 3) 2017 (un-audited) diketahui bahwa pada Kopontren Darussalam

Ditanamkan (kembali) terdapat realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan

Ke Hutan penanaman tanah kosong oleh IUPHHK-HA pada tahun 2013, 2014,
2015, 2016, dan 2017 rata-rata sebesar 81,86 % (>80%).

2.6.6. CD (1) | Sedang | Berdasarkan Realisasi Kegiatan Fisik Pembinaan hutan berdasarkan

Realisasi Kegiatan Fisik (2) RKTUPHHK-HA Kopontren Darussalam tahun 2013, 2014, 2015, 2016,

dan 2017 realisasi fisik kegiatan penanaman/pembinaan hutan, >80%.
Namun demikian, berdasarkan observasi lapangan ditemukan kondisi
kualitas tegakan pada penanaman bekas TPn dengan jenis sengon
banyak tumbuhan yang mati dan tidak terawatt akibat adanya gulma
tumbuhan merambat yang mengganggu pertumbuhan tanaman.

Kesimpulan Indikator 2.6

15/ 21 = 71,43% (Sedang)

C. KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator 3.1. : Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi
pada setiap tipe hutan.

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Nilai

Ringkasan Justifikasi

3.1.1.
Luasan kawasan
dilindungi

D (2)

Baik
®)

Luas dan lokasi kawasan lindung di lapangan pada areal IUPHHK-HA
Kopontren Darussalam telah sesuai dengan penetapan dalam dokumen
RKUPHHK-HA yang telah disahkan seluas 1.490 Hektar yang meliputi :
1. Sempadan Sungai : 748 Hektar

2. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) : 742 Hektar

Kondisi biofisik di lapangan baik pada Sempadan Sungai maupun KPPN
menunjukkan penutupan lahan yang masih baik (hutan primer).

3.1.2.

Penataan kawasan
dilindungi (persentase
yang telah ditandai,
tanda batas dikenali).

D (2)

Sedang
2

Penataan areal kawasan lindung IUPHHK-HA Kopontren Darussalam
sampai dengan Tahun 2018 (kumulatif) telah mencapai 79,86% dengan
perincian sebagai berikut :

No. Kawasan Lindung Luas Penataan Areal
(Hektar) Target Realisasi
1. Sempadan Sungai 748 748 Hektar 448 Hektar
2. KPPN 742 742 Hektar 742 Hektar
Jumlah 1.490 1.490 Hektar | 1.190 Hektar

Halaman 26 dari 59




,
\" / FPHPL-18 | Rev. L Tanggal 1 April 2017

W

Trustindo Certification

Nomor & Judul

o Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan diberi tanda pengenal
berupa : rintisan batas areal yang diberi patok batas dan cat merah
dengan lebar rintisan 1 — 2 meter dan diberi papan nama kawasan
lindung.

3.1.3 D (2) Sedang | Menurut dokumen Surat pengesahan penafsiran Citra Satelit Direktorat
Kondisi penutupan 2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementrian LHK
kawasan dilindungi. nomor: S.14/IPSDH-2/2015 tanggal 13 Januari 2015 terhadap Peta
Penafsiran Citra Landsat 7 ETM+band 542 Fusi Band 8 Path/Row
117/60 liputan tanggal 7 Desember 2014 dan 29 Mei 2014, kondisi
penutupan lahan areal kerja Kopontren Darussalam adalah:

No | Penutupan Lahan Fungsi Hutan Luas %
HPT HP (Ha)

1 Hutan Sekunder 9.432 9.204 18.636 85,9
2 | Belukar Tua 181 502 683 3.1
3 Belukar muda - 1.564 1.564 7,3
4 | Tanah Terbuka - 83 83 0,4
5 | Tertutup Awan 90 634 724 3,3
Jumlah 9.703 | 11.987 21.690 | 100,0

Manurut dokumen hasil pemeriksaan peta penafsiran citra satelit (Citra
Landsat 8 OLI Band 653, liputan tanggal 20 Februari 2016) dari
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Kementrian LHK, tanggal 23 Desember 2016, diketahui bahwa kondisi
penutupan lahan areal IUPHHK-HA Kopontren Darussalam adalah
sebagai berikut:

No | Penutupan Lahan Fungsi Hutan Luas %
HPT HP (Ha)
1 | Hutan Sekunder 5.683 10.468 16.151 74,5
2 | Belukar Tua 7 3.125 3.130 14,4
3 | Tanah Terbuka 35 35 0,2
4 | Tertutup Awan 772 1.602 2.374 10,9
Jumlah 6.462 15.230 21.690 100,0

Namun kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung (sempadan
sungai dan KPPN), belum dapat diketahui, baik pada citra liputan tahun
2014, maupun hasil liputan tahun 2016 karena belum ada analisis
digitasi dari manajemen KPPD.

Satu-satunya pendekatan yang dapat dilakukan oleh auditor dalam
penilaian kondisi penutupan vegetasi pada kawasan lindung adalah
dengan berasumsi bahwa penyebaran kawasan lindung relatif merata
sehingga mendekati formasi tutupan vegetasi pada seluruh areal.
Dengan demikian selama tahun 2014 hingga tahun 2016 terdapat
penurunan tutupan lahan berhutan dari 85% menjadi 74,5 %.

Belum ada upaya rehabilitasi yang dilakukan pada kawasan lindung
sesuai dokumen rencana pengelolaan pada kawasan lindung yaitu
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melakukan penanaman pada tanah kosong dan areal pertumbuhan

kurang dengan bibit buah-buahan, jarak tanam 10x10 atau 100 btng/ha.

Telah dilakukan observasi lapangan pada jenis kawasan lindung dan

areal yang dipertahankan (tidak ditebang) yaitu:

a. Sempadan sungai maribu alan pada koordinat 0° 14’ 44,7” N dan
1150 39’ 13,2” E. Kondisi tegakan masih bagus, struktur masih
lengkap, semai, pancang, tiang dan pohon. Rintisan batas terlihat
jelas dengan polet dua pada pohon hidup berwarna merah.

b. Kebun Benih (bukan kawasan lindung, namun kawasan yang
dipertahankan untuk mendukung penyediaan bibit tanaman melalui
upaya propagansi genetik lokal) pada titik koordinat: 0° 14’ 54,7” N
dan 1150 39’ 14,7” E. Kondisi tegakan relatif masih bagus, struktur
masih lengkap. Rintisan batas terlihat jelas dengan polet dua pada
pohon hidup berwarna merah.

c. PUP (bukan kawasan lindung, namun areal yang dipertahankan
untuk tujuan monitoring riap tegakan) pada titik koordinat: 0° 14’ 23,4”
N dan 1150 39’ 17,5” E. Kondisi tegakan masih lengkap, merupakan
hutan bekas tebangan. Rintisan batas terlihat jelas dengan polet dua
pada pohon hidup berwarna merah.

d. KPPN blok RKT 2016 pada titik koordinat : 0° 14’ 54,5” N dan 115°
38’ 47,77 E. Kondisi tegakan relatif masih bagus, struktur masih
lengkap. Rintisan batas terlihat jelas dengan polet dua pada pohon
hidup berwarna merah.

3.1.4 CD (1) | Sedang | Pada saat konsultasi publik digelar pada tanggal 3 Mei 2018 yang
Pengakuan para pihak (2) dihadiri para tokoh masyarakat dua kampung, yaitu kampung Kp. Lutan
terhadap kawasan dan Mamahak Tebo, masyarakat hanya mengenal sempadan sungai,
dilindungi sedangkan KPPN tidak tahu. Adapun seluruh karyawan Kopontren
Darussalam sesuai wawancara mereka mengetahui kedua jenis
kawasan lindung yang ada di areal Kopontren darussalam.

Bukti data adanya sosialisasi kawasan lindung belum tersedia.

3.1.5 D (2) Sedang | Bukti laporan Pelaksanaan pengelolaan pada kawasan lindung,
Laporan pengelolaan 2) tercantum dalam Laoran RKL-RPL pada periode Maret 2017.
kawasan lindung hasil Pengelolaan lingkungan dalam laporan tersebut masih bersifat normatif
tata ruang areal/land dan tidak menyebutkan letak pengelolaan dan volume pekerjaan.
scaping sesuai
RKL/RPL.

Laporan RKL-

RPL Ketersediaan Implementasi pengelolaan

Tidak ada kawasan lindung
dalam Blok RKT 2013

2014 Tidak ada Tidak tersedia informasi

Penandaan batas,
pemasangan plang
Penandaan batas,
pemasangan plang

2013 Tidak ada

2015 Semester | dan |l

2016 Semester | dan |l

Penandaan batas,

2017 Semseter | dan I
pemasangan plang
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Dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti dokumen laporan RKL-RPL
sebanyak % atau 75% dari rencana pengelolaan yang seharusnya.
Namun jenis pengelolaannya sendiri tidak mencakup keseluruhan dari
rencana pengelolaan, seperti rehabilitasi atau penanaman buah-buahan
pada kawasan lindung yang bertumbuhannya kurang dan tanah kosong
belum diidentifikasi dan belum dilakukan, monitoring vegetasi kawasan
lindung belum dilakukan pada seluruh rencana pengelolaan tahunan.
Hal positif yang membantu meringakan pengelolaan kawasan lindung
adalah kondisi tutupan vegetasi areal yang relatif masih berhutan
mencapai 74,5 %.

Kesimpulan Indikator 3.1

20/27 = 74,07% (Sedang)

2. Indikator 3.2. : Perlindungan dan pengamanan hutan

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Nilai

Ringkasan Justifikasi

3.21

Ketersediaan prosedur
perlindungan yang
sesuai

dengan jenis-jenis
gangguan yang ada

D (2)

Sedang
2

Dokumen rencana pengelolaan perlindungan yang dapat diakses adalah

RKU revisi tahun 2016, dalam dokumen tersebut terdapat jenis

ganggaun yang berpotensi terjadi di areal Kopontren Darussalam, yaitu:

kebakaran hutan, perambahan dan peladangan berpindah, pencurian
kayu/ ilegal logging, perburuan satwa liar, hama dan penyakit tanaman.

Adapaun standar prosedur pengelolaan yang ada terhadap jenis

gangguan yang ada adalah:

A. Kebakaran hutan:

a. SOP Pengendalian Kebakaran Hutan, nomor: Keling-12-KPPD-
SOP-2016. Tanggal 7 Januari 2016.

b. SOP Pencegahan Kebakaran Hutan, nomor Keling-13-KPPD-
SOP-2016. Tanggal 7 Januari 2016.

c. SOP Mobilisasi, nomor Keling-16-KPPD-SOP-2016. Tanggal 7
Januari 2016.

d. SOP Sistem Peringatan Deteksi Dini nomor Keling-17-KPPD-
SOP-2016. Tanggal 7 Januari 2016.

Ketiga SOP pertama tidak menyebutkan peraturan pemerintah yang

dirujuk/diacu. Dalam SOP Sistem Peringatan Diteksi Dini, dijelaskan

langkah-langkah kesiagaan dalam kebakaran hutan, mulai

persiapan sarana dan prasarana, kesiagaan SDM serta pemantauan

informasi tingkat bahaya kebakaran serta penyebarluasan informasi

tersebut kepada pihak-pihak berkepentingan. Empat prosedur itu

masih harus disesuaikan dengan peraturan yang terbaru yaitu

Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.

B. Perambahan dan Perladangan Berpindah: SOP Pengendalian
Perambahan Hutan, nomor: Keling-11-KPPD-SOP-2016. Tanggal 7
Januari 2016. Dalam SOP tersebut dijelaskan pendekatan dalam
upaya pengendalian perambahan hutan yaitu dengan pendekatan
persuasif, edukatif dan represif. Adapun pemantauan dilakukan
dengan cara patroli rutin.
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C. Pencurian Kayu/lllegal Logging: nomor: Keling-09-KPPD-SOP-2016.
Tanggal 7 Januari 2016. Dalam SOP tersebut dijelaskan prosedur
pengendalian dengan pendekatan persuasif, edukatif dan represif.
Adapun pemantauan dilakukan dengan cara patroli rutin.

D. Perburuan satwa liar nomor: Keling-10-KPPD-SOP-2016. Tanggal 7
Januari 2016. Dalam SOP tersebut dijelaskan tentang persiapan
pemantauan perburuan, pelaksanaan patroli rutin dan tindakan
terhadap pelaku perburuan iar.

E. Hama dan Penyakit Tanaman: Belum tersedia SOP yang berkaitan
dengan prosedur pengendalian hama dan penyakti tanaman pada
kegiatan sylvikultur THPB maupun TPTI.

Secara keseluruhan prosedur sebagian besar sudah disiapkan namun

masih belum disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.

3.2.2

Sarana prasarana
perlindungan
gangguan hutan

D (2)

Sedang
@)

Sesuai dengan potensi gangguan yang dimungkinkan ada di areal kerja
Kopontren Darussalam, yaitu kebakaran hutan, perambahan dan
peladangan berpindah, pencurian kayu/ ilegal logging, perburuan satwa
liar, hama dan penyakit tanaman, maka sarana dan prasarana untuk
gangguan hutan dikelompokkan menjadi Sarpras pengendalian
kebakaran hutan, Sarpras Keamanan hutan dan Sarpras untuk
perlindungan dari hama dan penyakit tanaman hutan.

Sarpras Dalkarhutla:

Menurut dokumen RKU revisi tahun 2016, Kopontren Darussalam
memiliki type iklim A (basah) berdasarkan kalsifikasi iklim Scdmit dan
Ferguson. Kondisi tutupan vegetasi hasil liputan terakhir tahun 2016
mencapai 74,5%, non hutan 0,2% sisanya belukar tua dan tertutup awan
(tidak dapat diidentifikasi). Dari data tersebut dapat disimpulkan tingkat
resiko kebakaran hutan akibat faktor karakteristik lahan cenderung
sedang. Faktor eksternal yang memperkecil resiko kebakaran adalah
tidak adanya peladangan atau pembukaan lahan oleh masyarakat di
dalam areal pengelolaan, serta belum tercatat laporan terjadinya kasus
kebakaran hutan dan lahan. Namun demikian bukan berarti luput dari
kewajiban untuk pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.

Tolok ukur kinerja pemenuhan sarana dan prasarana dalkarhutla adalah
pasal 52-64 Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.

Sarpras dalkarhutla yang dimiliki Kopontren Darussalam adalah, satu
menera pengawas kebakaran hutan di KM 19, Pos Dalkarhutla di Base
camp 20, satu unit pompa air, satu roll selang, baju api dua pasang,
gancu 5 picis, kampak 5 pcs, sekop 5 pcs, helm 10 buah, penggaru besi
5 pcs, mobil patroli 1 unit, radio 5 unit, chainsaw 1 unit, serta alat berat
sebagai alat pendukung.

Dalam hal ini Sarpras Dalkarhutla yang dimiliki Koponteren Darussalam
belum sesuai ketentuan pasal 52-64 Permen LHK No.
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016, namun areal kawasan hutan Kopontren
Darussalam masuk kedalam iklim basah, karena curah hujan dan jumlah
hari hujan yang tinggi sehingga masuk kedalam resiko sedang.

Sarpras untuk Pengamanan Hutan:
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Kopontren Darusalam memiliki sarana dan prasarana pengamanan
hutan sebagai berikut: Pos security sebagai pembatas akses publik di
KM 19 (batas IUPHHK), satu pos security di base cam KM 20 dan satu
pos security di Logpond (KM 0), peralatan komunikasi HT di 3 mobil
operasional.
Sarpras untuk Hama dan Penyakit Tanaman:
Belum dimiliki secara lengkap
3.2.3 D (2) Sedang | Daftar Personil Perlindungan Hutan pada IUPHHK-HA Kopontren
SDM perlindungan (2) Darusallam Tahun 2018, terdiri dari :
hutan No. Kelompok/ Unit/Regu Sertifikat Keterangan
Nama Personil
| Satpam PH
1. | Antonius Tonce Site %
2. | Bayu Saputra Site X
3. | Usman Majang Site X Promosi Jabatan
4. | July Yandi Hutan X Promosi Jabatan
5. | Risa Diwan Hutan X Penerimaan
Kary. Baru
Il Satgas Pemadam
Kebakaran Hutan
1. | Fransiskus Himang Regu 1 X
2. | Antonius Tonce Regu 1 X
3. | Ardy Anto Regu 1 X
4. | Bayu Saputra Regu 1 X
5. | Riko Equin F Regu 1 X
6. | Eri Susanto Regu 1 X
7. | Rio Wibisono Regu 1 X
8. | Florensius Juan Regu 2 X
9. | Dominiggus Rukada Regu 2 X
10 | Alexius Wang Regu 2 X
11 | Feliktadius Hendrik Regu 2 X
12 | Benyamin Masoang Regu 2 X
13 | Amat Yatim Regu 2 X
14 | Juli Yandi Regu 2 X
15 | Jefrianus Mikiliah Regu 2 X
Keterangan : v : Memiliki Sertifikat X : Tidak Memiliki Sertifikat
Jumlah Personil Perlindungan Hutan [UPHHK-HA Kopontren
Darussalam tersedia secara memadai namun kualifikasinya belum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.24 D (2) Sedang | Letak yang jauh dari masyarakat luar (30 km dari kampung terdekat) dan
Implementasi (2) tidak adanya peladangan dan perambahan hutan memberikan
perlindungan keuntungan tersendiri dari kegiatan ilegal oleh pihak luar. Meskipun
gangguan hutan demikian, kegiatan perlindungan hutan tetap dijalankan untuk
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(preemptif/ preventif/ meminimalisir resiko gangguan hutan. Berdasarkan bukti laporan 2015,
represif) 2016, 2017 dan 2018. Gambaran kegiatan perlindungan hutan yang

dilakukan adalah:

a. Pemasangan papan peringatan, larangan dan himbauan yang
ditempatkan pada titik-titik yang memungkinkan mudah dilintasi
banyak orang.

b. Penyediaan sebagian sarana dan prasarana perlindungan hutan
diantaranya, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan,
keamanan hutan.

c. Penyediaan SDM perlindungan (dua orang security)

d. Penyediaan SDM pengelolaan lingkungan (Ganis Binhut) sebanyak 2
orang, yang melebihi ketentuan (satu orang).

e. Kegiatan perlindungan hutan dengan metode pendekatan
persuasif/pereemptif kepada masyarakat pemegang hak adat dan
masyarakat sekitar hutan dengan melakukan kegiatan acara PELAS
TANAH (upacara adat / selamatan) di kampung terdekat sebelum
dilakukan kegiatan RKT tahun berjalan. Dalam acara itu disertakan
pula sosialisasi secara umum tentang kegiatan RKT tahun berjalan
termasuk pembahasan kesepakatan hak dan kewajiban kedua belah
pihak. Acara tersebut secara tidak langsung memberikan dampak
positif terhadap perlindungan hutan, karena hak dan kewajiban
perusahaaan dan masyarakat kampung disepakati secara adil.
Dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut memberikan dampak bahwa
selama tahun 2013 s/d 2018 ini tidak pernah ada kejadian kebakaran
hutan, perambahan hutan oleh pihak yang tidak berhak serta
kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pihak luar seperti ilegal
logging dan perburuan satwa liar.

Implementasi perlindungan hutan terhadap potensi gangguan hama dan

penyakit tanaman belum dilakukan.

Kesimpulan Indikator 3.2

16/24 = 66,67% (Sedang)

3. Indikator 3.3.: Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan hutan.

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Nilai

Ringkasan Justifikasi

3.3.1

Ketersediaan prosedur
pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah & air.

D (2)

Sedang
2

Berdasarkan dokumen RKL-RPL tahun 2000, terdapat dampak penting

terhadap tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu,

yaitu pada parameter sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, laju eriosi tanah,

sedimentasi, dan kualitas air.

Terdapat prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air:

a. Prosedur pemantauan vegetasi
tanggal 7 Januari 2016).

b. Prosedur pemantauan Erosi (Keling-07-KPPD-SOP-2016, tanggal 7
Januari 2016).

(Keling-06-KPPD-SOP-2016,
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c. Prosedur pemantauan Kualitas Air (Keling-08-KPPD-SOP-2016,
tanggal 7 Januari 2016).

d. Prosedur pemantauan Debit Air Sungai (Keling-03-KPPD-SOP-
2016, tanggal 7 Januari 2016).

e. Prosedur Konservasi Tanah dan Air pada tebing Sungai (Keling-08-
KPPD-SOP-2016, tanggal 7 Januari 2016).

f. Prosedur Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pemantauan Kawasan
Sempadan Sungai Keling-25-KPPD-SOP-2016, tanggal 7 Januari
2016).

g. Prosedur Kegiatan Konservasi Tanah dan Air di Lokasi Jalan Hutan,
TPn dan TPK hutan (Keling-26-KPPD-SOP-2016, tanggal 7 Januari
2016).

h. Prosedur Rehabilitasi Tanha Kosong dan Kanan Kiri Jalan. (Binnhut-
05-KPPD-SOP-2016 tanggal 7 Januari 2016)

i. Prosedur Pengadaan Bibit (Binhut-06-KPPD-SOP-2016 tanggal 7
Januari 2018).

j- Prosedur Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembinaan Hutan
(Binhut-07-KPPD-SOP-2016 tanggal 7 Januari 2016)

k. Prosedur Pembangunan Jalan (Prod-02-KPPD-SOP-2016 tanggal 7
Januari 2016).

I.  Prosedur Pembalakan Ramah Lingkungan (Prod-06-KPPD-SOP-
2016 tanggal 7 Januari 2016)

m. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pembalakan Ramah Lingkungan
(Prod-07-KPPD-SOP-2016 tanggal 7 Januari 2016)

Dengan demikian, prosedur pengelolaan dan pemantauan yang belum

dimiliki yaitu:

a. Prosedur pemantauan sedimentasi pada badan air (sungai).

b. Prosedur penanganan limbah berbahaya beracun (B3). Hal ini
merupakan tututan dari peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah
yaitu Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Permen
LH nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan
Limbah Berbahaya dan Beracun.

3.3.2

Sarana pengelolaan
dan pemantauan
dampak terhadap
tanah dan air

D (2)

Sedang
@)

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air harus

didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarananya. Sarana dan

prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

yang dimiliki Kopontren Darussalam adalah:

1. Satu unit pemantauan curah hujan (ombro meter) yang ditempatkan
di Base Camp KM 20 pada titik koordinat

2. Satu unit persemaian seluas satu hektar untuk pembibitan anakan
alam (lokal) untuk rehabilitasi sistem silvikultur TPTI dan penyediaan
tanaman untuk sistem silvikultur THPB di samping Base Camp KM
20 pada titik koordinat

3. Penyediaan Kompartemen Kebun Benih seluas 100 Ha untuk
mendukung penyediaan bibit tanaman melalui upaya propagansi
genetik lokal yang disediakan untuk perbaikan vegetasi dan upaya
rehabilitasi.
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Unit pendukung seperti mobil sebagai sarana angkutan dan alat berat
untuk pekerjaan sipil seperti pembuatan jalan pemeliharaan jalan agar
erosi dapat ditekan.

Disamping itu terdapat tambahan sarana pemantauan erosi tanah di blok
RKT 2017 dan RKT 2017.

3.3.3.

SDM pengelolaan
dan pemantauan

dampak terhadap
tanah dan air.

D (2)

Baik
@)

Kecukupan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah

dan air yang merupakan bagian dari kelola lingkungan mengacu pada

Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Dengan luasan 21.690 Ha,

Kopontren Darussalam sesuai ketentuan tersebut harus memiliki

sekurang-kurangnya 1 (satu) Ganis PHPL Binhut.

Kopontren Darussalam, hingga 9 Mei 2018 memiliki kecukupan tenaga

Ganis Binhut sebanyak 2 (dua) orang, hal ini telah melebihi kecukupan

dari ketentuan. Adapun Ganis Binhut tersebut adalah:

» Fransiskus Himang/Reg: 00592-13/BINHUT/XX/2011.
hingga 17 Mei 2021.

= Defa Andriani Rahayu, S.Hut/Reg: 01313-13/BINHUT/XX/2013.
Berlaku hingga 22 September 2019.

Berlaku

3.3.4.

Rencana dan
implementasi
pengelolaan dampak
terhadap tanah dan
air (teknis sipil dan
vegetatif).

D (2)

Sedang
2

Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air pada dokumen

RKL adalah:

a. Pengerasan jalan angkutan, pembuatan teras jalan, pemasangan
gorong-gorong, pembuatan saluran drainase, pembuatan sedimen
trap.

b. Pemaadatan TPN/TPK dan base camp, pembuatan teras, tanggul,
jebakan sedimen trap, menanam cover crop dan tanaman pelindung
lain.

c. Menanam kembali jalan sarad, tanah kosong, kanan kri jalan,
penebangan teratur (RIL),

d. Pelatihan tenaga

e. Penyempurnaan struktur organisasi dan kerjasama dengan instansi
terkait.

Sampai sejauh ini informasi mengenai gambaran pengelolaan oleh

Kopontren Darussalam adalah:

1. Pembuatan bloking sempadan sungai sebagai kawasan yang bebas
dari penebangan yang memiliki fungsi hidrologis dan ekologis
salahsatunya agar laju sedimentasi terhambat.

2. Penyediaan lokasi persemaian pada KM 20.

3. Penyediaan areal Tegakan Benih sebagai upaya propagansi genetik
dan berfungi sebagai penyedia benih dan bibit lokal untuk tujuan
rehabilitasi tanah kosong, bekas jalan sarad.

4. Penanaman kanan kiri jalan dan tanah kosong pada blok RKT 2017,
namun penanaman tidak seluruhnya berhasil. Bekas jalan sarad
tidak dilakukan penanaman.

5. Pemeliharaan jalan angkutan dengan cara pembuatan parit,
pengerasan jalan, penyapuan genangan dan lumpur pada badan
jalan. Hal ini dimaksudkan agar fungsi jalan berfungsi optimal,
drainase air tidak tersumbat dan laju erosi dan sedimentasi dapat
diminimalisir.
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6. Penerapan prosedur pemanenan ramah lingkungan, namun
pelaksanaannya masih minim dan belum efektif, disebabkan
pemahaman mandor pemanenan masih kurang.
3.35 D (2) Sedang | Kopontren Darussalam telah memiliki rencana pemantauan dampak
Rencana dan (2) terhadap tanah dan air sesuai dokumen RPL yang telah disahkan,
implementasi namun demikian hanya sebagian yang dapat dilaksanakan di lapangan.
pemantauan dampak Adapun Implementasi yang telah dilaksanakan di lapangan pemantauan,
terhadap tanah dan berupa :
air a. Pembuatan Plot Pemantauan erosi di Blok RKT 2018, pada titik
koordinat 00 11’ 27,46 N dan 1160 41’ 25,40” E.
b. Pembuatan Plot Pemantauan erosi di Blok RKT 2017, pada titik
koordinat N 00° 13’ 17,70” E 115° 40’ 42,59".
c. Pembuatan Plot Pemantauan erosi pada bekas jalan sarad pada
Blok RKT 2016.
d. Tindak lanjut atas uji lab sample air Sungai Maribug Alan dan
Maribuq Paring.
3.3.6 D (2) Sedang | Untuk mengetahui terjadinya dampak terhadap tanah dan air, diperlukan
Dampak terhadap (2) data pemantauan yang tepat dan rutin. Namun informasi data dari hasil

tanah dan air

pemantauan masih sangat minim, pada setiap parameter sifat fisik
tanah, sifat kimia tanah, laju eriosi tanah, sedimentasi, dan kualitas air.
Namun upaya untuk mengurangi dampak sudah ada meskipun belum
optimal, seperti pada kegiatan bloking sempadan sungai, pemeliharaan
jalan angkutan, penyediaan persemaian, penanaman kanan Kiri jalan
dan pemenuhan Ganis Binhut.

Kesimpulan Indikator 3.3

26/36 = 72,22 % (Sedang)

4. Indikator 3.4. : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau
langka (endangered), jarang (rare), terancam punah
(threatened) dan endemic.

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

3.4.1
Ketersediaan
prosedur identifikasi
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka, jarang,
terancam punah dan
endemik mengacu
pada perundangan/
peraturan yang
berlaku

D (2)

Sedang
@)

Prosedur .yang berkaitan dengan identifikasi flora dan fauna di
kopontren Darussalam adalah:

a. Prosedur Identifikasi Flora Dilindungi: Keling-02-KPPD-SOP-2016
tanggal 7 Januari 2016

b. Prosedur Identifikasi Fauna Dilindungi: Keling-01-KDDP-SOP-2016
tanggal 7 Januari 2016

Informasi yang terdpat dalam kedua prosedur itu hampir sama yaitu:

a. Lokasi eksplorasi flora adalah seluruh areal IUPHHK-HA Kopontren
Darussalam.

b. Peraturan yang diacu adalah: UU no 5 tahun 1990 tentang KSAH
dan Ekosistemnya, PP no 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis
tumbuhan dan satwa, pp no 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis
tumbuhan dan satwa liar, Cites Appendix I, Il, Il tahun 2009.
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c. Pelaksanaan inventarisasi flora dapat dilaksanakan tersendiri
maupun bersama-sama dengan pelaksanaan IHMB, ITSP, survey
Trase Jalan, maupun inventarisasi di KPPN.

d. Hasil pekerjaan inventarisasi dibuat daftar jenis flora dilindungi dan
dibuatkan peta penyebaran.

e. Penanggungjawab kegiatan adalah Kabag Bina Hutan dan
Lingkungan.

f. Hasil inventarisasi flora didokumentasikan dalam bentuk cetakan
maupun data elektronik.

Kajian:

a. Prosedur identifikasi flora dan fauna masih sangat sederhana serta
tidak merinci metode pengumpulan data yang akan dipakai.

b. Prosedur identifikasi flora tidak menjelaskan strata bagaimana dari
flora/tumbuhan yang akan diidentifikasi, serta tidak menjelaskan taxa
tumbuhan apa yang diidentifikasi.

c. Prosedur Identifikasi Fauna Dilindungi tidak menjelaskan golongan
hewan/satwa liar apa yang diidentifikasi seperti mamalia, burung,
reptil, amphibi, dll.

d. Prosedur identifikasi flora dan fauna tidak menjelaskan metode
pengolahan data dan parameter apa yang akan diukur.

e. Pengelompokan flora dan fauna hanya sampai pada kelompok
status konservasi dilindungi dan endemik tidak sampai pada
pengelompokkan berdasarkan satus perdagangan CITES maupun
tingkat kelangkaan (IUCN).

3.4.2 D (2) | Sedang | Kopontren Darussalam telah melakukan identifikasi flora dan fauna
Implementasi kegiatan (2) sesuai laporan identifikasi flora dan fauna Kawasan Lindung Kawasan
identifikasi Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) Tahun 2018.

Hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi terkini yang ditemukan belum
sepenuhnya dirinci status perlindungannya menurut PP No. 7 tahun
1999, tingkat kerawanannya menurut IUCN Red List, aturan
perdagangannya menurut Appendix CITES, maupun sifat endemiknya.

Kesimpulan Indikator 3.4 8/12 = 66,67% (Sedang)

5. Indikator 3.5. : Pengelolaan flora untuk :
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemic

Nomor & Judul Bobot | Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

3.5.1 D (2) Sedang | Terdapat Prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi: Keling-03-KDDP-SOP-
Ketersedian prosedur (2) 2016 tanggal 7 Januari 2016. Informasi yang terdapat dalam SOP ini
pengelolaan flora adalah:
yang dilindungi - Output yang diharapkan adalah flora dilindungi tetap terjaga atau
mengacu pada tidak mengalami gangguan
peraturan
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perundangan yang - Prioritas pengelolaan berdasarkan tingkat ancamannya. Flora
berlaku dilindungi mendapatkan prioritas pertama pengelolaan

- Melakukan sosialisi kepada masyarakat dan karyawan

- Membuat papan pemberitahuan flora dilindungi dan papan peta
penyebarannya.

- Melakukan patroli perlindungan/pengamanan secara rutin.

- Melakukan rehabilitasi pada tapak flora dilindungi apabila mengalami
gangguan

- Membuat laporan pengelolaan flora

- Penanggung jawab pengelolaan adalah Kabag Bina Hutan dan
Lingkungan.

Hasil pencermatan terhadap prosedur pengelolaan yang dimiliki

disandingkan dengan dokumen RKL dan RPL adalah sebagai berikut:

a. Dalam SOP belum ada peraturan perundangan ataupun ketentuan-
ketentuan lain yang telah diratifikasi yang diacu atau dijadikan
pedoman pengelolaan.

b. SOP ini belum mengadopsi dokumen RKL yang dimiliki. Pada
dokumen RKL Kopontren Darussalam, pengelolaan flora dilindungi
tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan kegiatan
terintegrasi dengan kegiatan lainnya terutama dengan kegiatan
sumber dampak yaitu pemanenan. Dalam SOP ini tidak
membicarakan perlakuan apa yang dilakukan terhadap sumber
dampak (kegiatan pemanenan) agar tujuan pengelolaan flora dan
fauna dilindungi optimal.

3.5.2 D (2) Sedang | Di dalam RKL-RPL, bentuk pengelolaan flora masuk kedalam
Implementasi (2) pengelolaan kualitas tegakan. Adapun bentuk pengelolaan pada

dokumen RKL-RPL yang direncanakan adalah:
A. Pendekatan Teknologi:
1. Pelaksanaan RKT sesuai dengan tata waktu
2. Penebangan dilakukan sesuai dengan hasil ITSP
3. Memperhatikan batas sempadan sungai dan kawasan lindung
lain
4. Pembebasan permudaan
Membentuk grup kerja pembinaan hutan
6. Melakukan rehabilitasi pada permudaan kurang/bekas tebangan,
TPn/TPK atau tanah kosong
7. Membangun menara pengawas, inventarisir embung air dan
penandaannya.
8. Meningkatkan sistem deteksi dini dari bahaya kebakaran
B. Pendekatan Sosial:
9. Penyuluhan kepada masyarakat
10. Pengadaan personil dan peningkatan kapasitas penglolaan.
C. Pendekatan Institusional: Penyempurnaan organisasi
dan kerjasama dengan instansi terkait.
Hasil penilaian:
1. Pelaksanaan RKT sesuai dengan tata waktu: Sudah dilakukan.

o
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2. Penebangan dilakukan sesuai dengan hasil ITSP. ITSP belum
sepenuhnya dilakukan. Hasil uji petik di titik koordinat ...... RKT
2018, tanda-tanda kegiatan ITSP tidak diitemukan seperti
penandaan pohon dilindungi, penandaan pohon tidak ditebang.

3. Memperhatikan batas sempadan sungai dan kawasan lindung
lain. Areal sempadan sungai tidak ditebang, namun penandaan
batas tidak mengikuti PAK pada RKT berjalan dan belum
seluruhnya diberikan tanda batas.

4. Pembebasan permudaan, belum ada informasi terkait laporan
pembebasan tegakan tinggal/permudaan.

5. Membentuk grup kerja pembinaan hutan. Sudah terbentuk
dengan membentuk Bagian Pembinaan Hutan dan Kelola
Lingkungan.

6. Melakukan rehabilitasi pada permudaan kurang/bekas tebangan,
TPn/TPK atau tanah kosong. Sebagian penanaman sudah
dilakukan namun pada satu RKT saja (RKT 2017), dan tingkat
keberhasilan penanaman belum dimonitor.

7. Membangun menara pengawas, inventarisir embung air dan
penandaannya. Sudah dilakukan pada KM 19.

8. Meningkatkan sistem deteksi dini dari bahaya kebakaran. Belum
sepenuhnya dilakukan, karena belum ada laporan pemantauan
spot panas, ataupun kegiatan monitoring lainnya.

9. Penyuluhan kepada masyarakat: penyuluhan formal belum
dilakukan, namun pemasangan papan-papan flora dilindungi
dibeberapa titik sudah ada.

10. Pengadaan personil dan peningkatan kapasitas penglolaan.
Sudah dilakukan, dengan penyediaan tenaga Ganis Binhut
sebanyak dua orang.

11. Penyempurnaan organisasi dan kerjasama dengan instansi
terkait. Belum ada informasi.

3.5.3

Kondisi spesies flora
dilindungi dan/atau
jarang, langka dan
terancam punah dan
endemic

D (2)

Sedang
2

Untuk mengetahui adanya gangguan atau tidak terhadap flora dengan
kategori konservasi : Dilindungi, Endemik, Jarang Langka dan
Terancam punah, maka perlu data pembanding dari tahun ke tahun (time
series). Adapun data time series  jenis-jenis Dilindungi, Endemik,
Jarang, Langka dan Terancam punah belum tersedia.

Dari dokumen RKL terdapat 3 jenis flora dilindungi baik berdasarkan
aturan lokal, peraturan maupun ketentuan lain yang berada di areal
Kopontren Darussalam vyaitu jelutung (Dyera costulata), Kempas
(Koompassia malaccensis), dan ulin (Eusideroxylon zwageri).

Dari pengamatan/observasi di lapangan keberadaan ulin masih dapat
dijumpai, namun informasi populasi dan analisa lainnya belum tersedia.
Perjumpaan lain terhadap jenis pohon dilindungi (aturan lokal) adalah
masih ditemukannya pohon banggeris (pohon madu) yang dapat
dijumpai di setiap blok. Hal ini membuktikan bahwa manajemen
Kopontren Darussalam telah/masih menghormati aturan lokal dan
negara terhadap pohon-pohon yang tidak boleh ditebang.

Kesimpulan Indikator 3.5

12/18 = 66,67% (Sedang)

Halaman 38 dari 59




,
\" / FPHPL-18 | Rev. L Tanggal 1 April 2017

W

Trustindo Certification

6. Indikator 3.6 : Pengelolaan fauna untuk :
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemic

Nomer & Judu Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

3.6.1 D (2) Sedang Tersedia Prosedur PengeIQIaan Fauna Di!indungi: Keling-04-KDDP-

Ketersedian prosedur @) $QP-2016 tanggal 7 Januari 2016. Informasi yang terdapat dalam SOP

pengelolaan fauna ini adalah:

yang dilindungi - Output yang diharapkan adalah fauna dilindungi tetap terjaga atau

mengacu pada tidak mengalami gangguan

peraturan - Prioritas pengelolaan berdasarkan tingkat ancamannya. fauna

perundangan dilindungi mendapatkan prioritas pertama pengelolaan

yang berlaku, dan - Melakukan sosialisi kepada masyarakat dan karyawan

tercakup kegiatan - Membgat papan pemberitahuan fauna dilindungi dan papan peta

perencanaan, penyebarannya.

pelaksana, kegiatan, - Melakukan patroli perlindungan/pengamanan secara rutin.

dan pemantauan) - Melakukan rehabilitasi pada habitat fauna dilindungi apabila
mengalami gangguan.

- Membuat laporan pengelolaan flora

- Penanggung jawab pengelolaan adalah Kabag Bina Hutan dan
Lingkungan.

Hasil pencermatan terhadap prosedur pengelolaan yang dimiliki

disandingkan dengan dokumen RKL dan RPL adalah sebagai berikut:

a. Dalam SOP belum ada peraturan perundangan ataupun ketentuan-
ketentuan lain yang telah diratifikasi yang diacu atau dijadikan
pedoman pengelolaan.

b. SOP ini belum mengadopsi dokumen RKU yang dimiliki. Pada
dokumen RKL Kopontrren Darussalam, pengelolaan fauna dilindungi
tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan kegiatan
terintegrasi dengan kegiatan lainnya terutama dengan kegiatan
sumber dampak yaitu pemanenan.

3.6.2 D (2) Sedang Dalam dokumen RPL, terdapat rencana kelola secara umum yang

Realisasi @) berkaitan dengan pengelolaan fauna, yaitu mengarahkan migrasi,

pelaksanaan kegiatan pelatihan karyawan, penyuluhan kepada masyarakat tiga bulan sekali.

pengelolaan fauna Dalam dokumen RKU, terdapat rencana pengelolaan umum yang
sesuai dengan yang berkaitan dengan pengelolaan fauna yaitu:

Direncanakan a. Penyediaan kawasan atau habitat bebas gangguan dengan
menyediakan dan mengelola kawasan lindung, kantonr-kantong
satwa sebelum kegiatan penebangan dimulai.

b. Monitoring pelaksanaan pemanenan sesuai kaidah pemanenan
ramah lingkungan.

c. Mempertahankan formasi hutan dengan formasi tajuk yang kontinyu
ditempuh dengan pembinaan hutan, pemeliharaan hutan,
penanaman pohon buah.
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Bobot

Nilai

Ringkasan Justifikasi

d. Membuat kantong satwa yang kontinyu dengan menghubungkan
kawasan-kawasan lindung dengan hutan lindung sebagai
homerange satwa (terutama satwa arboreal)

e. Perlindungan dan pengamanan satwa liar dengan jalan mengadakan
pemasangan papan papan peringatan terhadap gangguan pada
satwa.

Informasi tentang pengelolaan fauna di Kopontren Darussalam adalah:

a. Penyediaan kawasan atau habitat bebas gangguan sudah dilakukan
dengan menyediakan kawasan sempadan sungai dan KPPN,
disamping itu terdapat pula Kebun Benih dan PUP yang memiliki
fungsi ekologis, disamping areal pendukung fungsi produksi.

b. Monitoring pelaksanaan pemanenan sesuai kaidah pemanenan
ramah lingkungan, belum berjalan optimal, karena pemahaman
operator dan mandor yang masih kurang serta belum ada evaluasi
terhadap efektifitas RIL.

C. Mempertahankan formasi hutan dengan formasi tajuk yang kontinyu
ditempuh dengan pembinaan hutan, pemeliharaan hutan,
penanaman pohon buah belum sepenuhnya berjalan sesuai
rencana. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya data-data laporan
kegiatan tahun 2013, 2014, 2015.

1. Membuat kantong satwa yang kontinyu dengan menghubungkan
kawasan-kawasan lindung dengan hutan lindung sebagai
homerange satwa (terutama satwa arboreal), sudah dilakukan
dengan membuat kawasan lindung sempadan sungai yang
belum terganggu. Namun pelaksanaan penandaan batas belum
seluruhnya dilaksanakan.

2. Perlindungan dan pengamanan satwa liar dengan jalan
mengadakan pemasangan papan papan peringatan terhadap
gangguan pada satwa, sudah dilakukan dengan jumlah yang
memadai. Dipasang sepanjang jalan angkutan mulai KM 19
hingga batas areal kerja dengan PT Jaya Timber di KM 43.

3. Penyediaan tenaga terlatih sudah dipenuhi dengan
pengangkatan dua orang Ganis Binhut, namun pelaksanaannya
belum optimal, karena pemahaman masih kurang.

d. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait kawasan lindung
maupun fauna dilindungi baru terekam dilakukan pada awal RKT
2018. Untuk tahun 2013 s/d 2017 data dan informasi belum tersedia.

3.6.3

Kondisi species fauna
dilindungi dan/atau
jarang, langka dan
terancam punah dan
endemic

D (2)

Sedang
)

Untuk mengetahui adanya gangguan atau tidak terhadap fauna dengan
kategori konservasi : Dilindungi, Endemik, Jarang Langka dan
Terancam punah, maka perlu data pembanding dari tahun ke tahun (time
series). Adapun data time series jenis-jenis fauna Dilindungi, Endemik,
Jarang, Langka dan Terancam punah belum tersedia.

Dalam dokumen RKU, keberadaan satwa dilindungi di areal Kopontren
Darussalam adalah: Rusa (Cervus timorensis), Burung rangkong
(Bucheros rhinoceros), Burung haruwai (Argusianus argus), Burung
enggang (Rhynoplax vigil) dan Reptil biayawak ( Varanus sp).
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Upaya perlindungan yang dapat diidentifikasi adalah pembuatan
kawasan lindung sebagai habitat, pemasangan papan larangan berburu,
dan lainnya sesuai yang dijelaskan pada veriifier 3.6.2.

Hasil observasi lapangan dan wawancara, keberadaan satwa-satwa
tersebut masih dapat dijumpai, namun seberapa besar populasinya
maupun penyebarannya tidak dapat diketahui.

Kesimpulan Indikator 3.6

12/18 = 66,67% (Sedang)

D. KRITERIA SOSIAL

1. Indikator 4.1. : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/
pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan
atau masyarakat setempat.

Nomor & Judul _— ; A eref
Verifler Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi

Verifier 4.1.1. D (2) Sedang | Koputren Darussalam memiliki sebagian dokumen terkait dengan
Ketersediaan 2) pemanfaatan SDA oleh masyarakat berupa dokumen RKU, RKT tahun
dokumen/laporan 2013 - 2017, dokumen tersebut belum memberikan informasi secara
mengenai pola detail tentang pola penguasaan dan pemanfaatan. Berdasarkan verifikasi
penguasaan dan dokumen dan hasil wawancara dengan Unit Manajemen diketahui bahwa
pemanfaatan desa binaan Kopontren Darussalam adalah kampung Mamahak Teboq
SDA/SDH setempat, kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Hulu, kampung Lutan
identifikasi hak-hak kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Hulu dan kampung Tukul
dasar masyarakat kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, = menurut informasi dari
hukum adat dan/atau masyarakat kampung Lutan dan Tukul bahwa masyarakat sudah
masyarakat setempat, membuat batas kesepakatan antar 2 kampung tetapi tidak dituangkan
dan rencana ke dalam berita acara.
pemanfaatan SDH
oleh pemegang izin
Verifier 4.1.2. CD (1) | Sedang | Kopontren Darussalam memiliki SOP Nomor : KESOS-05-KPPD-SOP-
Tersedia mekanisme 2) 2016, tentang Penentuan Batas Partisipatif dan SOP Nomor : KESOS-
pembuatan 08KPPD-SOP-2016 tentang Penyelesaian Konflik Sosial belum diketahui
batas/rekonstruksi oleh para pihak (masyarakat) dan hanya sebagian karyawan yang
batas kawasan secara mengetahui SOP tersebut.
parsitipatif dan
penyelesaian konflik
batas kawasan
Verifier 4.1.3. D (2) Sedang | Kopontren Darussalam memiliki SOP tentang Pemberian Akses Kepada
Tersedia mekanisme (2) Masyarakat adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, dimana di
pengakuan hak-hak dalam SOP tersebut terdapat lintas jabatan dalam proses pelaksanaan
dasar masyarakat dimana kepala seksi kelola sosial bertanggung jawab kepada kepala
hokum adat dan bagian umum, sedangkan sebagai atasan langsung kepala seksi kelola
masyarakat setempat sosial adalah kepala pembinaan hutan, lingkungan dan sosial. Di dalam
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Nomor & Judul o . I
i Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
dalam perencanaan dokumen SOP tersebut tidak terdapat jabatan kepala pembinaan hutan,
pemanfataan SDH. lingkungan dan sosial sebagai atasan langsung kepala seksi kelola sosial.
Verifier 4.1.4. CD (1) Baik Dari hasil wawancara masyarakat kampung Lutan, masyakarat kampung
Terdapat batas yang 3) Tukul, masyarakat kampung Mamahak Teboq dan unit manajemen dan
memisahkan secara observasi lapangan bahwa tidak terdapat kegiatan atau penggunaan
tegas antara kawasan/ kawasan yang berada di dalam areal unit manajemen.
areal kerja unit
manajemen dengan
kawasan kehidupan
masyarakat.
Verifier 4.1.5. CD (1) | Sedang | Batas areal Kopontren dengan areal disekitarnya sudah seluruhnya
Terdapat persetujuan (2) dilakukan penataan batasnya. Tidak terdapat dokumen persetujuan dari
para pihak atas luas masyarakat 2 desa tetapi keberadaan Kopontren Darussalam sudah
dan batas areal kerja diterima dengan baik oleh para pihak.
IUPHHK/KPH
Kesimpulan Indikator 4.1 15/21 = 71,43% (Sedang)

2. Indikator 4.2.:

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Nomor & Judul . . L
- Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

Verifier 4.2.1. D (2) Sedang | Kopontren Darussalam memiliki dokumen yang terkait dengan tanggung

Ketersediaan dokumen 2) jawab sosial yang terdapat di dalam dokumen RKU, RKT tahun 2013,

yang menyangkut RKT tahun 2014, RKT tahun 2015, RKT tahun 2016, RKT tahun 2017 dan

tanggung jawab sosial berita acara kesepakatan dengan kampung Lutan dan kampung Tukul

pemegang izin sesuai dan Laporan Kegiatan Kelola Sosial tahun 2016 dan tahun 2017.

dengan peraturan Dokumen tersebut tidak merincikan aspek kelola sosial di masing-masing

perundangan yang kampung dan bersifat global.

relevan.

Verifier 4.2.2. D (2) Sedang | Kopontren Darussalam memiliki dokumen SOP pemenuhan kewajiban

Ketersediaan (2) sosial pemegang ijin terhadap masyarakat yang dituangkan di dalam SOP

mekanisme Kelola Sosial. Terdapat prosedur lintas jabatan di dalam SOP tersebut

pemenuhan kewajiban dimana kepala seksi kelola sosial melaporkan rencana dan realisasi

sosial pemegang izin kegiatan kelola sosial kepada kepala bagian umum, seharusnya sebagai

terhadap masyarakat. penanggung jawab langsung adalah kepala bagian bina hutan,
lingkungan dan sosial yang tertuang di dalam struktur organisasi
Kopontren Darussalam.

Verifier 4.2.3. D (2) Sedang | Kopontren Darussalammemiliki dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi &

Kegiatan sosialisasi (2) Misi Perusahaan, RKT 2018 dan Kawasan Lindung di Areal IUPHHK-HA

kepada masyarakat Kopontren Darussalam kepada masyarakat Desa Lutan (tanggal 17 April

mengenai hak dan 2018), tidak terdapat dokumen kegiatan sosialisasi khususnya kegiatan

kewaijiban pemegang kelola sosial yang ditemukan.

izin terhadap
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Nomor & Judul _ . e
i Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
masyarakat dalam
mengelola SDH.
Verifier 4.2.4. D (2) Sedang | Kopontren Darussalam memiliki dokumen kegiatan kelola sosial yang
Realisasi pemenuhan (2) tersedia hanya pada tahun 2016 dan tahun 2017, hasil observasi di
tanggungjawab sosial lapangan bahwa pelaksanaan tersebut benar-benar dilakukan. Dokumen
terhadap yang tersedia berupa berita acara dan sebagian disertai dengan kwitansi
masyarakat/implement pembayaran, tidak terdapat dokumentasi foto. Prosentase realisasi dan
asi hak-hak dasar rencana kegiatan kelola tahun 2013 - tahun 2017 sebesar 48.94 %.
masyarakat hokum
adat dan masyarakat
setempat dalam
pengelolaan SDH.
Verifier 4.2.5. D (2) Sedang | Tidak terdapat dokumen Rencana Operasional (RO) kelola sosial pada
Ketersediaan (2) RKT tahun 2013 - tahun 2015. Realisasi Kegiatan kelola sosial Kopuntren
laporan/dokumen Darussalam terdapat di dalam dokumen laporan realisasi kegiatan kelola
terkait pelaksanaan sosial RKT tahun 2016 — tahun 2017. Sejak RKT tahun 2013 sampai
tangungjawab social dengan kegiatan penilaian audit tahap I tidak terdapat dokumen yang
pemegang izin terkait dengan ganti rugi.
termasuk ganti rugi.
Kesimpulan Indikator 4.2 20/30 = 66,67% (Sedang)

3. Indikator 4.3.:

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi
manfaat yang adil antar para pihak.

Nomor & Judul . . et
. Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

Verifier 4.3.1. D (2) | Sedang | Kopuntren Darussalam memiliki sebagian data dan informasi
Ketersediaan data (2) masyarakat hukum adat/masyarakat setempat yang terlibat,
dan informasi terpengaruh, tergantung oleh aktivitasnya. Berita Acara Kesepakatan
masyarakat hukum Koputren Darussalam dengan kampung Lutan dan Kampung Tukul
adat dan/masyarakat mencantumkan kesepakatanfee padamasing-masing kampung. Hal-
setempat yang hal lain yang sifatnya bantuan diadakan atas dasar
terlibat, tergantung, permintaan/permohonan baik pada kampung penerimaa fee maupun
terpengaruh oleh kampung lain yang merupakan binaan Koputren Darussalam,
aktifitas pengelolaan kontribusi terbesar pada sektor ketenaga kerjaan dimana 30 % tenaga
SDH. kerja berasal dari tenaga kerja lokal di luar dari tenaga kerja harian

lepas.
Verifier 4.3.2. D (2) | Sedang | Kopontren Darussalam memiliki dokumen yang berkaitan dengan
Ketersediaan () peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa
mekanisme SOP Nomor : KESOS-07-KPPD-SOP-2016 tentang Kelola Sosial dan
peningkatan peran SOP KESOS-01-KPPD-SOP-2016 tentang Pemberian Akses Kepada
serta dan aktifitas Masyarakat adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan. Dokumen
ekonomi masyarakat tersebut tidak mencantumkan jabatan kepala bagian bina hutan,
hukum adat dan/atau lingkungan dan sosial sebagai atasan langsung dari kepala seksi kelola
masyarakat setempat sosial yang tertera di dalam struktur organisasi. Dokumen SOP

menyebutkan bahwa kepala bagian umum adalah sebagai
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Nomor & Judul

, Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
penanggung jawab pelaksanaan dan monitoring sehingga terjadi
rangkap dan lintas jabatan dalam kegiatan ini.
Verifier 4.3.3. CD (1) | Sedang | Kopontren Darussalam memilik rencana kegiatan peningkatan peran
Keberadaan dokumen () serta dan aktivitas masyarakat yang terdapat di dalam dokumen RKU,
rencana pemegang RKT tahun 2013 s/d tahun 2017. Untuk RKT tahun 2016 — 2017.
izin mengenai Bahwa kegiatan yang direncanakan oleh Kopontren Darussalam
kegiatan peningkatan dalam bidang kelola sosial bersifat global/umum serta tidak
peran serta dan menyusun Rencana Operasional (RO) yang akan dilakukan pada
aktifitas ekonomi masing-masing kampung, bahwa kegiatan kelola sosial masih
masyarakat. dilaksanakan sesuai pengajuan proposal yang terkait dengan kegiatan
perayaan hari besar keagamaan, acara adat kampung, bantuan
kematian, Perayaan 17 Agustus dan bantuan lainnya.
Verifier 4.3.4. D (2) | Sedang | Rencana kegiatan kelola sosial tahun 2016 sebesar Rp 47.000.000,-
Implementasi (2) sedangkan realisasinya sebesar Rp 111.000.000,- sehingga
kegiatan peningkatan persentase terhadap kegiatan kelola sosial sebesar 236 %. Untuk
peran serta dan tahun 2017 rencana kegiatan kelola sosial tahun 2016 Rp
aktifitas ekonomi 704.554.500,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 890.554.500,-
masyarakat hukum sehingga persentase terhadap kegiatan kelola sosial sebesar 126 %.
adat dan atau Kegiatan peningkatan ekonomi berupa pembayaran fee Kompensasi
masyarakat setempat dan ketenagakerjaan. Tidak terdapat data rencana dan realisasi
oleh pemegang izin kegiatan kelola sosial RKT tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
yang tepat sasaran
Verifier 4.3.5. D (2) | Sedang | Koputren Darussalam memiliki dokumen/laporan mengenai distribusi
Keberadaan (2) manfaat yang dihasilkan berupa pembayaran kewajiban terhadap
dokumen/laporan negara, manfaat yang diperoleh masyarakat dan manfaat yang
mengenai diperoleh terhadap karyawan pada tahun 2016 sebesar Rp

pelaksanaan
distribusi manfaat
kepada para pihak.

4.280.421.100,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp 5.730.631.640,-
diluar dari biaya lain-lain yang tidak dicantumkan. Tidak tersedia data
terkait distribusi manfaat para pihak untuk RKT tahun 2013 - tahun
2015, sehingga laporan distribusi manfaat kepada para pihak belum
lengkap dan jelas.

Kesimpulan Indikator 4.3

18/27 = 66,67% (Sedang)

4.

Indikator 4.4. :

Keberadaan mekanisme resolusi konflik.

Nomor & Judul

Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
Verifier 4.4.1. D (2) | Sedang | Kopontren Darussalam telah menyusun mekanisme resolusi konflik
Tersedianya 2) yang dituangkan di dalam dokumen SOP pencegahan konflik sosial
mekanisme resolusi dan SOP penyelesaian konflik sosial, namun belum menyusun
konflik. mekanisme resolusi konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No.
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi
dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan
Produksi.
Verifier 4.4.2. D (2) | Sedang | Kopontren Darussalam selama tahun 2013 — 2017 tidak mengalami
Tersedia peta konflik. (2) konflik walapun demikian terdapat lokasi-lokasi tertentu yang rawan

akan konflik. Kopontren Darussalam memiliki Peta konflik namun
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Nomor & Judul

dokumen proses
penyelesaian konflik
yang pernah terjadi.

. Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
belum mengacu pada Pembuatan Pemetaan Konflik yang mengacu
pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang
Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang
Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.3. D (2) | Sedang | Kopontren Darussalam memiliki lembaga/organisasi untuk mengelola
Adanya kelembagaan (2) konflik yang dilaksanakan oleh kepala seksi kelola sosial, hanya saja
resolusi konflik yang dalam pelaksanaan lebih banyak dilaksanakan oleh manager camp
didukung oleh dan atau kepala bagian umum, tidak terdapat rencana biaya resolusi
parapihak. konflik namun pendanaan penyelesaian konflik tetap tersedia.
Verifier 4.4.4. D (2) Baik Posisi areal Kopontren Darussaalam sangat jauh dari akses
Ketersediaan 3) masyarakat dan tidak terdapat kegiatan perladangan atau kegiatan

lainnya. Sejak tahun 2013 — 2017 Kopontren Darussalam tidak
terdapat konflik sosial yang terjadi, kalaupun ada penyelesaiannya
diserahkan kepada manager camp, kepala bagian umum dan atau
langsung kepada kuasa usaha dan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan mufakat.

Kesimpulan Indikator 4.4

18/24 = 75,00% (Sedang)

5. Indikator 4.5.:

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja.

Nomor & Judul _ . e
. Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

Verifier 4.5.1. D (2) | Sedang | Kopuntren Darussalam telah merealisasikan sebagian besar

Adanya hubungan (2) Peraturan Perusahaan yang berlaku dari tanggal 27 Mei 2017 sampai

industrial dengan 28 Mei 2019 kepada seluruh karyawannya dan memberikan
kekebasan berserikat kepada karyawannya sesuai dengan Surat
pemberitahuan kuasa usaha/H Ahmad Syaiful SH No. 04/KPPD-
SMD/PMB/2016 tentang kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati
untuk membentuk Serikat Pekerja.

Verifier 4.5.2. D (2) | Sedang | Tidak tersedia data pengembangan kompetensi tenaga kerja tahun

Adanya rencana dan (2) 2013 - 2014. Rencana dan realisasi pengembangan kompetensi

realisasi tenaga kerja tahun 2015 sebesar 50 %, tahun 2016 sebesar 103,33

pengembangan %, dan tahun 2017 sebesar 102,56. Dengan demikian rata-rata

kompetensi tenaga realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja selama 5 tahun

kerja terakhir (2013-2017) mencapai 58,09%.

Verifier 4.5.3. D (2) | Sedang | Kopontren Darussalam memiliki dokumen standar Jenjang karir yang

Dokumen standar 2) dituangkan di dalam dokumen SOP Nomor : UMUM-08-KPPD-SOP-

jenjang karir dan 2016 tentang Promosi dan Kebijakan Karir. SOP tersebut belum

implementasinya dijalankan sepenuhnya di tingkat middle manajemen
camp dan baru sebagian diimplementasikan.

Verifier 4.5.4. D (2) | Sedang | Kopuntren Darussalam memiliki dokumen tunjangan kesejahteraaan

2) karyawan dan baru sebagian diimplementasikan, dalam bentuk gaji,
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Adanya Dokumen
tunjangan
kesejahteraan
karyawan dan
implementasinya

BPJS Ketenagkerjaan, jaminan kesehatan dari perusahaan, tunjangan
hari raya, cuti disesuaikan dengan tempat penerimaan dan jabatan.
Hanya saja fasilitas perumahan masih kurang memadai (perumahan

dan MCK yang masih dilakukan di sungai).

Kesimpulan Indikator 4.5

16/24 = 66,67% (Sedang)

E. VLKHUTAN

PRINSIP 1 : Kepastian Areal IUPHHK-HA

Nomor & Judul
Verifier

No.

Nilai

Ringkasan Justifikasi

1. 1.11.a

Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK)

M

Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki dokumen legal terkait
perizinan usaha yaitu seperti berikut:

Tersedia SK IUPHHK yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
112/Kpts-11/2000 tanggal 29 Desember 2000, tentang Pemberian
Hak Pengusahaan Hutan Alam Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam seluas £ 21.690 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus
Sembilan Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA berupa Peta Areal Kerja

Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Koperasi Pondok

Pesantren Darussalam di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan

Timur Luas £+ 21.690 Ha Skala 1 : 100.000 ;

Selain itu terdapat dokumen legal yang berkaitan dengan

administrasi pendirian Koperasi Pondok Pesantren Darussalam

(Kopontren Darussalam) sebagai berikut :

1) Akta pendirian berdasarkan SK Menteri Koperasi Pengusaha
Kecil dan Menengah Nomor 33/BH/172/1V/1999 tanggal 13 April
1999 ;

2) Akta perubahan (terakhir) berdasarkan Akte Notaris Nomor 11
tanggal 28 Februari 2011 oleh Notaris Ny. Silvia Eny Kristiani,
SH. M.Kn ;

3) Akte Notaris Perubahan berupa penunjukkan Kuasa Usaha
sesuai dengan Akte Notaris Nomor 18 tanggal 29 April 2016
tercatat pada Notaris H.M. Sutamsis, SH, MH, M.Kn berupa
Pemberian Kuasa Usaha kepada AHMAD SYAIFUL untuk
menjalankan usaha pada IUPHHK-HA Kopontren Darussalam ;

4) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503/246/SITU/SKE/BP2T-
PU/IX/2016 ;

5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.
503/245/SIUP/SKE/BP2T-PU/IX/2016 ;

6) Ijin Gangguan (HO) No. 503/263/HO/SKE/BP2T-PU/IX/2016 ;

7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 17,10,2,02,00072 ;

8) NPWP Nomor :No. 01.408.500.5-726.000.
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Nomor & Judul
No. . Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

2. 1.1.1.b M » Tersedia Dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Hak
Bukti pemenuhan Pengussahaan Hutan (SPP IHPH) Atas Areal seluas + 21.690 Ha di
kewaijiban luran Izin Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 2471/VI-Edar/2000 tanggal 11
Usaha Pemanfaatan Hasil Desember 2000. SPP ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Hutan Kayu (IIUPHHK). Pengelolaan Hutan Produksi Ir. Soegeng Widodo NIP. 080026696
Tidak berlaku untuk dan distempel. Adapun total SPP IHPH sejumlah Rp 650.700.000,00.
Pemegang Hak > Kopontren Darussalam telah melakukan pelunasan kewajiban IHPH
Pengelolaan tersebut terbukti dengan adanya Surat Pelaksana Tugas Direktur

Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.437/VI-BIKPHH/2012
tanggal 6 Juni 2012 yang menyatakan pada butir kedua bahwa IHPH
Koperasi Pondok Pesantren Darussalam sejumlah  Rp
650.700.000,00.

» Terdapat SPP-IIUPH tambahan Nomor S.422/VI-BIKPHH/2012 yang
ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Ir. Bambang Hendroyono, MM / NIP 19640930 198903 1
001, yaitu SPP sejumlah Rp 433.800.000,00.

» Kopontren Darussalam telah melakukan pelunasan kewajiban IIUPH
tersebut dengan adanya bukti setor tanggal 26 September 2012
sejumlah Rp 433.800.000,00 dari Bank Mandiri kepada Rekening
Penerima Nomor 102 000 420 3870 Bendaharawan Penerima
Setoran IIUPH pada Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan
dengan berita Pelunasan Pembayaran SPP-IIUPH (Koperasi Pondok
Pesantren Darussalam).

3. 1.1.1.c NA Pada areal kerja IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam
Penggunaan kawasan tidak terdapat data dan informasi tentang izin usaha yang sah di luar
yang sah di luar kegiatan kegiatan IUPHHK.

IUPHHK (jika ada)

PRINSIP 2 : Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah

Nomor & Judul

RKUPHHK/RPKH, RKT/
Bagan Kerja/RTT beserta
lampirannya yang telah
disahkan oleh pejabat

yang berwenang, meliputi :

1. Dokumen
RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang
disusun berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis

No. . Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
4. 211.a M » Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren
Dokumen Darussalamjangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 s/d

2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
NomorSK.83/VI-BUHA/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang
Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dalam Hutan AlamPada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala (IHMB) PeriodeTahun 2012 - 2021 atas nama
Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Provinsi Kalimantan Timur
dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran
yang tidak terpisahkan.

» Terdapat dokumen RKUPHHK-HA RevisiKoperasi Pondok Pesantren
Darussalamjangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 s/d
2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.3339/MenLHK-
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No.

Nomor & Judul
Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

PHPL 7imber Cruising
dan/atau Canhut

2. Dokumen RKT/RTT
yang disusun berdasarkan
RKU/RPKH dan disahkan
oleh pejabat yang
berwenang atau yang
disahkan secara seff
approval

3. Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL Canhut

PHPL/UHP/HPL.1/7/2016, tanggal 13 Juli 2016 tentang Persetujuan
Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam
Hutan AlamPada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala atas nama Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam Provinsi Kalimantan Timur PeriodeTahun 2012 -
2021dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai
lampiran yang tidak terpisahkan.

Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA An. Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam Tahun 2017, yang telah mendapat persetujuan dari
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Ir. H. Wahyu
Widhi Heranata, MP / NIP.19610224 198901 1 020) sesuai dengan
SK  Nomor 522.110.1/66/Kpts/RKT/DK-I1I/2016 tanggal 28
Desember 2016 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 dan
dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 skala 1 : 50.000.
Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA An. Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam Tahun 2018, yang telah mendapat persetujuan dari
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Ir. H. Wahyu
Widhi Heranata, MP / NIP.19610224 198901 1 020) sesuai dengan
SK Nomor : 522.110.1/02/Kpts/RKT/DK-11/2018 tanggal 03 Januari
2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 dan dilampiri
Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1 : 50.000.

» Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki tenaga teknis

(Ganis) PHPL Canhut sebanyak 2 (dua) orang, yaitu atas nama :

1. Gregorius Ardyanto dengan Register No. 01979-
13/CANHUT/XX/2016 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI
Samarinda No. SK.714/BPHP.XI-3/2016 tanggal 23 September
2016.

2. Markus Mereng dengan Register No. 00591-
13/CANHUT/XX/2011 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XIII
Samarinda No. SK.205/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 18 Mei
2015.

211D

Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja/RTT dan
bukti implementasinya di
lapangan

Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa Kopontren Darussalam
memiliki Peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan tahun 2018 yang memuat
areal-areal yang tidak boleh ditebang. Areal tersebut tergambar dengan
jelas pada peta yaitu berupa :

Sempadan Sungai

Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)
Kebun Bibit (KB)

Petak Ukur Permanen (PUP)

Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan baik
berupa plang, cat dan rintisan diareal-areal yang tidak boleh ditebang
antara lain :

Sempadan Sungai Biah pada koordinat N 000 11" 39” E 1150 37’ 25"
Sempadan Sungai Maribu pada koordinat N 000 14’ 47" E 1150 39’
11”

Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah pada koordinat N 000 14’ 22" E
1150 39" 17"

Kebun Bibit (KB) pada koordinat N 000 14’ 54" E 1150 39’ 14"
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No.

Nomor & Judul
Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Petak Ukur Permanen (PUP) pada koordinat N 000 14’ 22" E 1150
39"17".

21.1.c.

Penandaan lokasi blok
tebangan/ blok RKT/petak
RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan

>

Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Kopontren Darussalam tahun

2017 dengan Skala 1 : 50.000 dan Peta Lampiran RKTUPHHK-HA

Kopontren Darussalam tahun 2018 dengan Skala 1 : 50.000 telah

didapatkan penandaan petak-petak tebangan yang disahkan dan
dicap stempel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap batas-batas blok tebangan

diperoleh bukti bahwa Kopontren Darussalam telah melakukan
penandaan batas-batas blok tebangan dengan jelas dan sesuai
dengan peta.

Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi RKTUPHHK-HA

Tahun 2017 dan Tahun 2018, diantaranya :

- Penandaan Blok RKT, baik RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018
berupa pemasangan plang RKT dan batas luar Blok RKT ditandai
dengan cat merah strip 2 (//) ;

- Batas antar petak, baik pada RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun
2018 ditandai dengan plang dan cat merah strip 1 (/) ;

- Batas Petak G.15 dengan Petak H.15 pada RKT Tahun 2017
ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 00°
13 16,89" E 115° 40’ 21,30";

- Batas Petak H.15 dengan Petak H.16 pada RKT Tahun 2017
ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 00°
13'47,71" E 115° 40’ 41,77" ;

- Batas Petak H.16 dengan Petak H.17 pada RKT Tahun 2017
ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 00°
14 20,39" E 1159 40" 42,43" ;

- Batas Petak I.11 pada RKT Tahun 2018 ditandai dengan plang
nama dan berada pada koordinat N 00° 11’ 23,23” E 1159 40’
54,13";

- Batas Petak I.11 dengan Petak J.11 pada RKT 2018 ditandai
dengan plang nama dan berada pada koordinat N 00° 11’ 27,64"
E 115041’ 25,79 ;

- Batas Petak J.11 dengan Petak J.12 pada RKT Tahun 2018
ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 00°
11'40,21" E 115° 41’ 44,88" .

221.a

Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya

>

Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren
Darussalamjangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 s/d
2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
NomorSK.83/VI-BUHA/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang
Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dalam Hutan AlamPada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala (IHMB) PeriodeTahun 2012 - 2021 atas nama
Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Provinsi Kalimantan Timur
dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran
yang tidak terpisahkan.
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No.

Nomor & Judul
Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

» Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Revisi Koperasi Pondok Pesantren

Darussalamjangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 s/d
2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.3339/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/7/2016, tanggal 13 Juli 2016 tentang Persetujuan
Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam
Hutan AlamPada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala atas nama Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam Provinsi Kalimantan Timur PeriodeTahun 2012 -
2021dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai
lampiran yang tidak terpisahkan.

Selanjutnya beberapa hal yang menjadi alasan adanya revisi
RKUPHHK-HA ini adalah adanya penolakan dari masyarakat Desa
Tukul terhadap blok tebangan khususnya RKT 2016 sampai dengan
RKT 2021 yang belum ada penyelesaian dan masih berlarut sampai
saat ini dan adanya penambahan sistem silvikultur Tebang Habis
dengan Permudaan Buatan (THPB) pada areal yang didominasi
semak belukar dengan mengikuti aturan yang ada yaitu Permenhut
P.33/Menhut-11/2014 Pasal 8 ayat (1).

2.21.b.

Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan kayu
hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang
diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.

NA

Berdasarkan verifikasi dokumen RKT Tahun 2017 dan 2018 beserta
lampiran petanya, diketahui bahwa pada Blok RKT 2017 dan 2018
terdapat sistim Silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan)
dengan rincian sebagai berikut :

Pada RKT Tahun 2017 terdapat sistim Silvikultur THPB seluas 254
Ha yang terdiri dari 6 Petak dan rencana ditanami Sengon dengan
jarak 3 x 3 m. Hasil pengecekkan di lapangan diketahui bahwa lokasi
penyiapan lahan telah dilakukan land clearing yaitu berada pada
koordinat N 000 15" 00,05” E 1150 38" 19,14" .

Pada RKT Tahun 2018 terdapat sistim Silvikultur THPB seluas 252
Ha yang terdiri dari 6 Petak dan rencana ditanami Sengon dengan
jarak 3 x 3 m.

PRINSIP 3 : Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat

No.

Nomor & Judul
Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

3.1.1. Dokumen LHP yang
telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang

M

» Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah menetapkan petugas

pembuat LHP atas nama Sugiyatno No.Reg. 01091-13/PKB-
R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen LHP.
Selama periode audit Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah
membuat/ menerbitkan LHP pada RKT 2017 sebanyak 4 set dengan
volume sebesar 27.049,23 m3 dan pada RKT 2018 (s/d April 2018)
belum terdapat penerbitan dokumen LHP atau NIHIL. Adapun
dokumen LHP yang diterbitkan pada RKT 2017 yaitu sbb :
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sahnya hasil hutan dan
lampirannya dari :

TPK hutan ke TPK
Antara,

TPK hutan ke industri

primer dan/atau
penampung kayu
terdaftar,

TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar.

Nomor & Judul o . N
No. . Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
. . Kelas Diameter
No Uraian Jq K KBS T Jumilah
LHP No. 08/LHP.TPTI/KPPD/IV/201{Kel- Meranti - 32.62 | 9,137.04 9,169.66
1 Tgl. 24 April 2017 Kel. R. Campuran - 298.00 298.00
Kel. Kayu Indah - - -
Jumlah 1 - 32.62 9,435.04 9,467.66
LHP No. 18/LHP.TPTI/KPPD/IX/201]Kel. Meranti - 61.14 8,310.23 8,371.37
2 |Tgl. 26 September 2017 Kel. R. Campuran - - 162.32 162.32
Kel. Kayu Indah - - -
Jumlah 2 - 61.14 8,472.55 8,533.69
LHP No. 22/LHP.TPTI/KPPD/XY/201]Kel. Meranti 4.18 21.98 4,726.74 4,752.90
3 Tgl. 21 November 2017 Kel. R. Campuran - - 102.25 102.25
Kel. Kayu Indah - - - -
Jumlah 3 4.18 21.98 4,828.99 4,855.15
LHP No. 23/LHP.TPTI/KPPD/X/201]Kel. Meranti - 12.81 | 3,99.15 4,008.96
4 [Tl 10 Desember 2017 Kel. R. Campuran - - 183.77 183.77
Kel. Kayu Indah - - -
Jumlah 4 - 12.81 4,179.92 4,192.73
Total 4.18 128.55 | 26,916.50 | 27,049.23
» Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat Koperasi Pondok Pesantren
Darussalam sampai dengan bulan April 2018, diketahui stock akhir
kayu yaitu sebagai berikut :
- Stock TPK Hutan Km 20 sebanyak 416 batang dan volume
sebesar 2.012,20 m3.
- Stock TPK Antara Km. 0 sebanyak 336 batang dan volume
sebesar 1.701,03 m3,
- Stock TPK Antara Tepian Ulaq sebanyak 2 batang dan volume
sebesar 5,95m3.
Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang
berada di TPK Antara Km. 0 pada koordinat N 00° 07’ 59” dan E
1150 31" 27" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan
selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5%
yaitu sebesar 2,61 %.
10. | 3.1.2. Surat keterangan M Kopontren Darussalam telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan

pada RKT Tahun 2017 melalui SK Kuasa Usaha Kopontren
Darussalam No. 01/KPPD-SMD/1/2017 tanggal 03 Januari 2017 dan
berlaku s/d 31 Desember 2017 ;

Kopontren Darussalam telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan
pada RKT Tahun 2018 melalui SK Kuasa Usaha Kopontren
Darussalam No. 01/SK-KPPD/SMD/1/2018 tanggal 08 Januari 2018
dan berlaku s/d 31 Desember 2018;

Kopontren Darussalam telah menetapkan Lokasi TPK Antara melalui
SK Kuasa Usaha Kopontren Darussalam No. 02/KPPD/SMD/1/2017
tanggal 03 Januari 2017 dan berlaku s/d 31 Desember 2019;

Kopontren Darussalam telah menetapkan Lokasi TPK Antara melalui
SK Kuasa Usaha Kopontren Darussalam No. 02/SK-
KPPD/SMD/1/2018 tanggal 08 Januari 2018 dan berlaku s/d 31
Desember 2019;

Kopontren Darussalam memiliki Ganis yang bertugas menerbitkan
dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut :
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No.

Nomor & Judul
Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

- Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan Km. 20 atas
namaNursani Kusuma Atmaja dengan Register Nomor 01232-
13/PKB-R/XX/2013.

Penerbit dokumen SKSHHK dari TPK Antara Km. 0 & TPK Antara
Tepian Ulag atas namaEry Susantodengan Register Nomor
00780-13/PKB-R/XX/2012.

> Selama periode audit, Kopontren Darussalam telah melakukan

penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen

SKSHHK' yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai

ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sbb :

- Dari TPK Hutan Km 20 menuju TPK Antara Km 0 dengan
menggunakan alat angkut logging truck yaitu sebanyak 517 set
dokumen SKSHHK terdiri atas 5.647 batang dengan volume
sebesar 30.341,73 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB
atas nama Nursani Kusuma Atmaja dengan Register Nomor
01232-13/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat
penerbitan dokumen SKSHHK.

- Dari TPK Antara Km 0 menuju TPK Antara Tepian Ulagdengan
menggunakan alat angkut Rakit dan/atau Tongkang yaitu
sebanyak 15 set dokumen SKSHHK terdiri atas 4.605 batang
dengan volume sebesar 23.988,15 m3 yang diterbitkan oleh
GANIS PHPL PKB atas nama Ery Susantodengan Register Nomor
00780-13/PKB-R/XX/2012 dan masih berlaku pada saat
penerbitan dokumen SKSHHK.

- Dari TPK Antara Km 0 menuju TPK Industri (Pejualan)dengan

menggunakan alat angkut Rakit yaitu sebanyak 11 set dokumen
SKSHHK terdiri atas 2.065 batang dengan volume sebesar
11.514,78 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama
Ery Susantodengan Register Nomor 00780-13/PKB-R/XX/2012
dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
Dari TPK Antara Tepian Ulaq menuju TPK Industri
(Pejualan)dengan menggunakan alat angkut Tongkang yaitu
sebanyak 10 set dokumen SKSHHK terdiri atas 4.603 batang
dengan volume sebesar 23.982,20 m3 yang diterbitkan oleh
GANIS PHPL PKB atas nama Ery Susantodengan Register Nomor
00780-13/PKB-R/XX/2012 dan masih berlaku pada saat
penerbitan dokumen SKSHHK.

11.

balak

3.1.3.a. Tanda-tanda
PUHH/barcode pada kayu
bulat dari pemegang
IUPHHK-HA bisa dilacak

Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil
Produksi Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dapat ditelusuri asal
usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK lansiran
dan dokumen SKSHHK Penjualan ke Industri, diantaranya:

Id barcode 1907AXXKOPD0000000000014680 termasuk kayu
produksi dari RKT Tahun 2017 yang berada pada koordinat N 00°
14’ 20,25” dan E 115° 40’ 42,51” . Kayu tersebut berasal dari
dokumen LHP No. 08/LHP.TPTI-KB/KPPD/IV/2017 Tgl. 24-04-2017
dan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK Hauling No.
KB.B.2314318 tanggal 31-08-2017 dan diangkut menggunakan
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dokumen SKSHHK Penjualan (industri) No. KB.B.2332661 tanggal
05-09-2017 ;

Id barcode 1907AXXKOPD0000000000014609.01 termasuk kayu
produksi dari RKT Tahun 2017 yang berada pada koordinat N 00°
14" 22,28” dan E 115° 40’ 40,86” . Kayu tersebut berasal dari
dokumen LHP No. 08/LHP.TPTI-KB/KPPD/IV/2017 Tgl. 24-04-2017
dan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK Hauling No.
KB.B.2132772 tanggal 24-07-2017 dan diangkut menggunakan
dokumen SKSHHK Penjualan (industri) No. KB.B.2332661 tanggal
05-09-2017 ;

Id barcode 1907AXXKOPD0000000000014575 termasuk kayu
produksi dari RKT Tahun 2017 yang berada pada koordinat N 00°
14’ 21,96” dan E 115° 40’ 40,59” . Kayu tersebut berasal dari
dokumen LHP No. 08/LHP.TPTI-KB/KPPD/IV/2017 Tgl. 24-04-2017
dan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK Hauling No.
KB.B.2447440 tanggal 27-09-2017 dan diangkut menggunakan
dokumen SKSHHK Penjualan (industri) No. KB.B.2464946 tanggal
01-10-2017 ;

Id barcode 1907AXXKOPD0000000000014699 termasuk kayu
produksi dari RKT Tahun 2017 yang berada pada koordinat N 00°
14’ 25,37” dan E 115° 40’ 40,04” . Kayu tersebut berasal dari
dokumen LHP No. 08/LHP.TPTI-KB/KPPD/IV/2017 Tgl. 24-04-2017
dan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK Hauling No.
KB.B.2447389 tanggal 27-09-2017 dan diangkut menggunakan
dokumen SKSHHK lansiran No. KB.B.2627391 tanggal 04-11-2017
serta kayu tersebut dijual menggunakan dokumen SKSHHK
penjualan (industri) No. KB.B.2668517 tanggal 13-11-2017 ;

Id barcode 1907AXXKOPD0000000000014793.02 termasuk kayu
produksi dari RKT Tahun 2017 yang berada pada koordinat N 00°
14’ 26,34” dan E 115° 40" 40,17" . Kayu tersebut berasal dari
dokumen LHP No. 08/LHP.TPTI-KB/KPPD/IV/2017 Tgl. 24-04-2017
dan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK Hauling No.
KB.B.2390669 tanggal 16-09-2017 dan diangkut menggunakan
dokumen SKSHHK lansiran No. KB.B.2537413 tanggal 04-10-2017
serta kayu tersebut dijual menggunakan dokumen SKSHHK
penjualan (industri) No. KB.B.2537413 tanggal 17-10-2017.

12.

3.1.3.b. Identitas kayu
diterapkan secara

konsisten oleh pemegang

izin.

Kopontren Darussalam memiliki SOP bidang Produksi terdiri dari SOP
Legalitas Kayu Bulat (SOP No. PROD-01-KPPD-SOP-2016) dan SOP
Prosedur Kegiatan Pengukuran dan Penandaan Kayu (SOP No.
PROD-10-KPPD-SOP-2016) yang disusun dan dilaksanakan untuk
penatausahaan hasil hutan kayu.

Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh Kopontren
Darussalam dan dituangkan ke dalam SOP tersebut. Dengan
demikian, diketahui bahwa Kopontren Darussalam memiliki sistem
yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak dimana telah
dilakukan pada verifier 3.1.3.a.
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13.

3.1.4. Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman

Kopontren Darussalam memiliki arsip dokumen SKSHHK yangdilampiri
dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari
TPn/TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan.
Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb :

- Dari TPK Hutan Km 20 menuju TPK Antara Km 0 dengan
menggunakan alat angkut logging truck yaitu sebanyak 517 set
dokumen SKSHHK terdiri atas 5.647 batang dengan volume sebesar
30.341,73 m? yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama
Nursani Kusuma Atmaja dengan Register Nomor 01232-13/PKB-
R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen
SKSHHK.

- Dari TPK Antara Km 0 menuju TPK Antara Tepian Ulagdengan
menggunakan alat angkut Rakit dan/atau Tongkang yaitu sebanyak
15 set dokumen SKSHHK terdiri atas 4.605 batang dengan volume
sebesar 23.988,15 m? yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas
nama Ery Susantodengan Register Nomor 00780-13/PKB-R/XX/2012
dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

- Dari TPK Antara Km 0 menuju TPK Industri (Pejualan)dengan
menggunakan alat angkut Rakit yaitu sebanyak 11 set dokumen
SKSHHK terdiri atas 2.065 batang dengan volume sebesar 11.514,78
m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Ery
Susantodengan Register Nomor 00780-13/PKB-R/XX/2012 dan
masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

- Dari TPK Antara Tepian Ulaq menuju TPK Industri (Pejualan)dengan
menggunakan alat angkut Tongkang yaitu sebanyak 10 set dokumen
SKSHHK terdiri atas 4.603 batang dengan volume sebesar 23.982,20
m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Ery
Susantodengan Register Nomor 00780-13/PKB-R/XX/2012 dan
masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

Kopontren Darussalam memiliki Ganis PHPL PKB sebagai Petugas

Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Jarianto dengan

Register Nomor 01156-13/PKB-R/XX/2013 sesuai SK Kuasa Usaha

Kopontren Darussalam No. No. 03/KPPD-SMD/I/2017 tanggal 03

Januari 2017 tentang pengangkatan P3KB IUPHHK-HA Kopontren

Darussalam Wilayah Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur dan SK

tersebut berlaku s/d 22 September 2019.

14.

3.2.1.a. Dokumen SPP
(Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau
PSDH telah diterbitkan

Kopontren Darussalam memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR
dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2017 yang diterbitkan dari
SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan
kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit
seperti berikut :

- DR sebesar US$ 443.956,77

- PSDH sebesar Rp 2.032.031.190

15.

3.2.1.b. Bukti setor DR
dan/ atau PSDH

Kopontren Darussalam telah melakukan pembayaran DR dan/atau
PSDH atas LHP RKT Tahun 2017, sesuai dengan kode billing yang
diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti setor
melalui transfer kepada rekening yang benar (Bank Mandiri) sesuai
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ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai
dengan kode billing yang diterbitkan pada periode audit sebesar :
- DR sebesar US$ 443.956,77
- PSDH sebesar Rp 2.032.031.190

16. | 3.2.1.c. Kesesuaian tarif M Kopontren Darussalam telah melakukan pelunasan pembayaran DR
DR dan PSDH atas hutan dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan.
alam (termasuk hasil Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang
kegiatan penyiapan lahan berlaku untuk wilayah Kalimantan.
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman

17. | 3.3.1. Dokumen PKAPT M Kopontren Darussalam telah memiliki dokumen pengakuan sebagai

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan Surat
Nomor :49/UPP/PKAPT/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dengan
diakuinya Kopontren Darussalam sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT) No. 17.10.2.03425 dengan masa berlaku sampai
dengan 18 Oktober 2021.

18. | 3.3.2. Dokumen yang M Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SKSHHK selama periode audit
menunjukkan identitas dapat diverifikasi bahwa Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah
kapal melakukan penjualan kayu keluar pulau kalimantan dengan

menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia dokumen Surat
Persetujuan Berlayar (Port Clearence) yang digunakan untuk
mengangkut kayu hasil produksi Kopontren Darussalam. Berdasarkan
Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang
digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera
indonesia.

19. | 3.4.1. Tanda V-Legal yang M Kopontren Darussalam telah membubuhkan Tanda V-Legal pada setiap
dibubuhkan sesuai dokumen SKSHHK dan DKB yang menjadi lampiran dokumen angkutan
ketentuan yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara

dan tujuan Industri.

Di samping itu pada batang kayu log juga terdapat Barcode dari SIPUHH
Online yang mencantumkan Tanda V-Legal dengan kode S-LK
No.147.SVLK.010-IDN.06.15-LVLK-010-IDN.

PRINSIP 4 : Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait Dengan

UPL/RKL-RPL

Penebangan
Nomor & Judul _ . .
No. » Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
20. | 4.1.1. Dokumen M » Areal IUPHHK Koperasi Pondok Pesantren Darussalam merupakan
AMDAL/DPPL/UKL- hasil redesign areal HPH PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood Unit I

yang sudah dicadangkan berdasarkan Surat Menteri Kehutanan dan
Perkebunan No. 2015/Menhutbun-VI/1999 tanggal 14 Oktober
1999, dan sudah dilaksanakan penyusunan AMDAL (SEL, RKL/RPL)
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serta telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen
Kehutanan dengan surat No. 63/DJ-VI/AMDAL/1994 tanggal 30 Juli
1994 dan dokumen RKL/RPL dengan surat No. 247/DJ-
VI/AMDAL/1995 tanggal 26 Desember 1995.

» Berdasarkan surat kepala badan pengendalian dampak lingkungan
No. B-2519/1V/11/1999 tanggal 4 Nopember 1999 perihal AMDAL
HPH Restrukturisasi, maka Koperasi Pondok Pesantren Darussalam
tidak wajib menyusun dokumen AMDAL yang baru.

> Berdasarkan surat komisi AMDAL Pusat DEPHUTBUN No.
413/11/DAR-2/1999 tanggal 22 November 1999, Kopontren
Darussalam memiliki kewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai
berikut :

a. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

b. Merestrukturisasi dokumen RKL dan RPL HPH lama menjadi
dokumen RKL dan RPL pada lokasi yang baru, dengan
mengakomodir peningkatan intensitas kegiatan pada lokasi HPH
tersebut yang dituangkan dalam bentuk laporan keadaan umum
areal kerja dan rencana kegiatan HPH dalam dokumen RKL
maupun RPL

c. Dokumen RKL dan RPL hasil restrukturisasi tersebut perlu
disetujui oleh komisi amdal pusat melalui pembahasan oleh Tim
Teknis AMDAL DEPHUTBUN, yang selanjutnya dokumen tersebut
merupakan satu kesatuan dengan dokumen AMDAL HPH lama

» Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hak
Pengusahaan Hutan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam di
Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur untuk areal seluas +
23.800 ha. Dokumen tersebut dibuat oleh konsultan penyusun PT.
Citra Karya Muda yang beralamat di JI. Tebet Barat Dalam Raya No.
122 Jakarta Selatan telp/fax 021-83702720 dengan direktur Ir.
Ilham Rahmat S. terlampir dalam dokumen tersebut, surat
pernyataan kesediaan untuk melakukan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang ditandatangani oleh Ketua
Koperasi Pondok Pondok Pesantren Darussalam a/n Zainuddin.

21. | 4.1.2.a. M Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hak Pengusahaan
DokumenRKL dan Hutan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam di Kabupaten Kutai
RPL Propinsi Kalimantan Timur untuk areal seluas £ 23.800 ha. Dokumen

tersebut dibuat oleh konsultan penyusun PT. Citra Karya Muda yang
beralamat di JI. Tebet Barat Dalam Raya No. 122 Jakarta Selatan
telp/fax 021-83702720 dengan direktur Ir. Ilham Rahmat S. terlampir
dalam dokumen tersebut, surat pernyataan kesediaan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ditandatangani
oleh Ketua Koperasi Pondok Pondok Pesantren Darussalam a/n

Zainuddin.

22. | 4.1.2.b. Bukti M » Kopontren Darussalam telah memiliki dokumen Laporan
pelaksanaan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2017 dan Semester II
pengelolaan dan Tahun 2017. Laporan tersebut telah disampaikan/ dilaporkan
pemantauan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan
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dampak penting
aspek fisik-kimia,
biologi dan sosial

terdapat cap stempel dan tanda tangan dari Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kutai Barat, bukti bahwa dokumen tersebut telah

diterima.

Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa :

- Terdapat sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan
yaitu adanya bangunan menara api di areal kerja Kopontren
Darussalam yang berada pada koordinat N 0011’ 47” E 115937’
03”;

- Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan ombrometer
yang berada di Base Camp Km. 20 ;

- Pemantauan tingkat bahaya kebakaran dengan adanya plang
FDR yang berada di Base Camp Km. 20 ;

- Pemantauan Laju Erosi yang berada pada koordinat N 00011’ 34”
E 115037' 26" ;

- Pemasangan plang himbauan dilarang berburu dan menangkap
satwa dilindungi ;

- Pemasangan plang himbauan dilarang berladang / berkebun ;

- Pemasangan plang himbauan dilarang membakar hutan dan
lahan.

PRINSIP 5 : Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

No.

Nomor & Judul
Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

23.

5.1.1.a. Pedoman /
Prosedur K3

M

> Kopontren Darussalam memiliki serangkaian Standar Operasional
Prosedur (SOP) untuk berbagai kegiatan operasional lapangan yang
dijilid dalam satu paket dokumen yang terdiri dari prosedur untuk
bagian perencanaan hutan, produksi, pembinaan hutan, kelola
sosial, dan umum. Dari serangkaian prosedur tersebut juga terdapat
prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. UMUM-07-
KPPD-SOP-2016, yang berisi prosedur faktor K3, Pertolongan
pertama pada kecelakaan, keadaan emergency, persiapan untuk
P3K, dll.

» Terdapat Struktur Organisasi K3 yang telah disahkan berdasarkan
SK Manager Camp Kopontren Darussalam No.
06/KPTS/KPPD/BC/1/2018 yang ditetapkan di Camp Kedawan pada
tanggal 08 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Manager Camp an.
Timbul Raharjo.

24.

5.1.1.b. Ketersediaan
Peralatan K3

Terdapat daftar sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh Kopontren
Darussalam Periode Bulan April 2018 yang dibuat oleh Camp Manager
an. Timbul Raharjo. Adapun daftar peralatan yang dimiliki seperti Helm
kerja, sepatu boot, sepatu safety, sarung tangan, kacamata kerja,
masker, rompi reflector, baju pelampung, kotak P3K dan APAR.

Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang
dimiliki oleh Kopontren Darussalam, yaitu berupa :
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1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot dan
Rompi yang berada di Base Camp Kedawan ;

2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang di pasang pada
bangunan Base Camp dan kondisi baik / tidak kadarluasa ;

3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di base
camp dan pada unit kendaraan mobil lapangan ;

4, Tersedia alat komunikasi berupa radio komunikasi pada setiap unit
mobil logging ;

5. Terdapat rambu — rambu lalu lintas di sepanjang jalan logging.

25.

5.1.1.c. Catatan
Kecelakaan Kerja

Kopontren Darussalam memiliki laporan kecelakaan kerja periode bulan
Mei 2017 s/d April 2018 yang dibuat oleh Fransiskus Himang (Pelaksana
K3) dan Timbul Raharjo (Manajer Camp). Dalam laporan tersebut
diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan
kerja Kopontren Darussalam.

26.

5.2.1. Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja

Pada periode audit diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di
lingkungan kerjaKopontren Darussalam, namun perusahaan telah
memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan,
dalam hal ini dengan bukti adanyaSurat Edaran / Pengumuman No.
04/KPPD-SMD/PMB/1/2016 yang berisi tentang Kopontren Darussalam
memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/ karyawati untuk
membentuk serikat pekerja. Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh
Kuasa Usaha Kopontren Darussalam atas nama H. Ahmad Syaiful, SH
pada tanggal 06 Januari 2016.

27.

5.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP

» Kopontren Darussalam tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja Kopontren
Darussalam tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk.Oleh
karena itu selanjutnya sebagai pengganti,Kopontren Darussalam
telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).

> Dokumen Peraturan Perusahaan Kopontren Darussalam Tahun 2017
ditetapkan di Samarinda pada tanggal 20 April 2017 dan
ditandatangani oleh Kuasa Usaha Kopontren Darussalam an. H.
Ahmad Syaiful, SH. Dokumen Peraturan Perusahaan Kopontren
Darussalam telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No.
KEP.560/1829/B.PHIRJAMSOSTEK/2017 tanggal 29 Mei 2017.

28.

5.2.3. Pekerja yang masih
dibawah umur

Kopontren Darussalam tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.
Karyawan termuda bernama Riko Arisandi yang lahir pada tanggal 07
Mei 1999 dengan jabatan sebagai Staff Binhut dan pada saat audit
berusia 19 tahun.
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C. NILAI AKHIR KINERJA PHPL KOPERASI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
e i Ny | Nl

No. Indikator Nilai Kinerja Indikator | Bobotindikator l::g:z:
A. | ASPEK PRASYARAT

1. | Indikator 1.1 75 % Sedang 2 3

2. | Indikator 1.2 78 % Sedang 2 3

3. | indikator 1.3 66 % Sedang 2 3

4. | Indikator 1.4 75 % Sedang 2 3

5. | Indikator 1 5 71 % Sedang 2 3
B. | ASPEK PRODUKSI

1. | Indikator 2.1 78 % . Sedang 2 3

2. | Indikator 2.2 50 % Buruk i 3

3. | Indikator 2.3 81 % Baik 3 3

4. | Indikator 2.4 71 % Sedang 2 3

5. | Indikator 2.5 81 % Baik 3 3

6. | Indikator 2.6 "o % Sedang 2 3
C. | ASPEK EKOLOGI

1. | Indikator 3.1 24 % Sedang 2 3

2. | Indikator 3.2 6 % Sedang 2 3

3. | Indikator 3.3 72 % Sedang 2 3

4. | Indikator 3.4 66 % Sedang 2 3

5. | Indikator 3.5 6 % Sedang 2 3

6. | Indikator 3.6 66 % Sedang 2 3
D. | ASPEK SOSIAL

1. [ Indikator 4.1 1 % Sedang 2 3

2. | Indikator 4.2 6 % Sedang 2 3

3. | Indikator 4.3 66 % Sedang 2 3

4. | Indikator 4.4 75 % Sedang 2 3

5. | Indikator 4.5 66 % Sedang 2 3

45 66
: 1 6B1B%

4 JSamarinda, 30 Mei 2018

LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
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